BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta
1. Pemikiran Muhammad Hatta Tentang Ekonomi Kerakyatan

Sistem ekonomi kerakyatan yang dikembangkan melalui proklamasi
kemerdekaan tahun 1945 adalah untuk melepaskan rakyat dari belenggu
kapitalisme global abad 19 dan 20. Maka perlawanan terhadap Globalisasi
dan liberalisasi akhir abad 20 dan awal abad 21 yang kembali mengancam
kehidupan ekonomi rakyat hanya dapat dilakukan melalui penguatan

sistem ekonomi yang berjiwa kerakyatan pula.®
Perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi
dicurahkan oleh Bung Hatta. la berpendapat bahwa pembangunan
ekonomi indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi
kerakyatan. Maka yang perlu dilakukan adalah mengubah struktur
ekonomi umumnya dari ekonomi kolonial atau semacamnya ke ekonomi
nasional yang berkerakyatan, ia mencoba mempraktekan pemikirannya itu
pada koperasi, sebagai mana telah ada dan terbukti hingga sekarang ini.*?®
Secara umum dalam wacana teori ekonomi, istilan ekonomi
kerakyatan memang tidak mendapatkan kajian kusus dan tidak masuk

dalam bursa sebagai Grand Idiology yang begitu gencar diperbincangkan

diskala internasional. Hal ini dikarenakan ekonomi kerakyatan merupakan

12Mubyarto, membangun sistem ekonomi (Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI, 2000), 49.
1%gritua Arief, Ekonomi Kerakyatan Indonesia (Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi
Kerakyatan Indonesia) (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2001), 62.
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sebuah refleksi dari sebuah realitas sosial, bukan merupakan sebuah
turunan dari mazhab-mazhab ekonomi tertentu. Lebih spesifik, ekonomi
kerakyatan merupakan sebuah ideology dan sistem ekonomi baru yang
mencoba untuk merekonstruksi teori-teori dari idiologi besar ekonomi
(kapitalis dan sosialis) yang dianggapnya gagal dalam mengentaskan
persoalan ekonomi yang kompleks. Gagasan Ekonomi kerakyatan muncul
sebagai sebuah sistem ekonomi alternative yang dikonstatir oleh pemikir
besar ekonomi Muhammad Hatta. Ekonomi kerakyatan juga memiliki
tujuan sebagai suatu identitas sistem ekonomi Indonesia yang didasarkan
pada karakteristik yang dimiliki oleh sebagian besar rakyat Indonesia.

Ekonomi kerakyatan dimaknai sebagai suatu sistem perekonomian di
mana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan
partisipasi semua anggota masyarakat, sementara penyelenggara kegiatan-
kegiatan ekonomi itu pun berada di bawah pengendalian atau pengawasan
anggota-anggota masyarakat. Ekonomi kerakyatan secara harfiah, di
lahirkan oleh ahli-ahli ekonomi indonesia sebagai usaha untuk menggali
potensi ekonomi rakyat indonesia melalui sistem ekonomi alternalif yang
sebenarnya sudah di jalankan oleh rakyat. Secara praktek, ekonomi
kerakyatan sudah dijalankan oleh rakyat sebelum istilah ekonomi
kerakyatan itu sendiri lahir.

Secara historis, sistem ekonomi kerakyatan merupakan sebuah
sistem ekonomi perlawanan atas sistem perekonomian kolonial

(liberalism-kapitalisme) di Indonesia yang terus mengeksploitasi kekayaan
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alam dan penghisapan manusia atas manusia lain. Tidak hanya itu, akibat
dari sistem ekonomi kolonial merangsang tumbuhnya sikap anti
liberalisme-kapitalisme dari sistem ekonomi Indonesia yang bersemi serta
berkembang pada diri pemimpin pergerakan kebangsaan, karena
liberalisme yang dipraktikan pemerintah kolonial Belanda tidak membawa
kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan, seperti apa yang dislogankan
di Eropa barat. Sebaliknya yang dirasakan di Indonesia adalah pemerasan
kaum buruh, perampasan tanah rakyat, penindasan kemerdekaan, dan
perkosaan dasar-dasar perikemanusiaan.**’

Memang secara ekonomi bagi penguasa sangat dirasakan adanya
sebuah kesejahteraan ekonomi akan tetapi semua itu hanya bisa dirasakan
oleh segelintir orang saja. Yang terjadi di kalangan kaum proletar/rakyat
sungguh jauh dari kesejahteraan. Semua itu dilandasi oleh berbagai
kelemahan yang di akibatkan oleh sebuah sistem yang hanya
mementingkan persoalan individu dan kelompoknya saja bahkan melalui
cara-cara yang sama sekali tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan.

Menurut Prof. sarbini didalam bukunya “Politik Ekonomi
Kerakyatan” Kelemahan yang paling menonjol adalah tidak adanya
kebebasan, demokrasi, dan yang paling lemah adalah tidak adanya
keadilan dan pemerataan.'?® Disini terbukti bahwa akhirnya keadilan dan

pemerataan adalah masalah yang paling fundamental di dalam membawa

127 prof. Dr. Mubyarto, Ekonomi Rakyat dan Program IDT (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), 13.
128 prof, Sarbini Sumawinata, Politik Ekonomi Kerakyatan (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2004), 85.
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bahtera negara dan bangsa kepada tujuan pencapaian masyarakat yang
sejahtera secara menyeluruh.

Perlu kita ketahui bersama gagasan tentang Ekonomi kerakyatan
pertama kali dilontarkan oleh tokoh ekonomi indonesia “Muhammad
Hatta” dalam sebuah artikel yang berjudul Ekonomi Rakyat dalam Bahaya
Pada Tahun 1993. Tulisan Bung Hatta telah menjadi dasar konsep
ekonomi kerakyatan sebagai tandingan untuk mengenyahkan sistem
ekonomi belanda yang didukung dan dibantu oleh kaum aristokrat dalam
sistem feodalisme di dalam negeri dan pihak-pihak swasta asing tertentu
sebagai komprador pihak kolonial belanda. Usaha untuk mengenyahkan
sistem kolonial ini adalah landasan utama perjuangan kemerdekaan
republik indonesia. Orang yang memahami sejarah ekonomi indonesia
harus menghimbau bahwa penjajahan belanda di indonesia di bidang
ekonomi berintikan modal kolonial yang bermula dari kolonialisme VOC,
pelaksanaan Undang-undang agraria 1870 sampai beroprasinya investasi
swasta asing lainnya dari Benua Barat.*?

Hatta mengemukakan keadaan struktur sosial- ekonomi pada zaman
kolonial belanda di indonesia menunjukkan bahwa golongan rakyat
pribumi yang mayoritas menempati stratum terbawah dalam sosial-

ekonomi. Ekonomi rakyat dimana massa pribumi menggantungkan hidup

mereka berada dalam posisi tertekan sebagai stratum terbawah dalam

2gritua Arief, Ekonomi Kerakyatan Indonesia Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi
Kerakyatan Indonesia (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), 183.
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konstalasi ekonomi.’*® Ekonomi Kerakyatan atau Demokrasi ekonomi
menurut Hatta dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945.
Salah satu penggalan kalimat dalam penjelasan Pasal 33 berbunyi sebagai
berikut: “Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi Ekonomi, produksi
dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan
anggota-anggota  masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah  yang
diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.**!
Berdasarkan penggalan kalimat tersebut maka makna Ekonomi
Kerakyatan atau demokrasi ekonomi dapat dipahami dengan mudah.
Ekonomi Kerakyatan merupakan suatu situasi perekonomian dimana
berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi
semua anggota masyarakat, sementara penyelenggaraan kegiatan-kegiatan
ekonomi itupun berada dibawah pengendalian atau pengawasan angota-
anggota masyarakat. Bila dikaitkan dengan bunyi pasal 33 ayat 1 UUD
1945 tadi, maka situasi perekonomian itulah yang disebut sebagai
perekonomian usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.*
Berdasarkan bunyi penggalan kalimat dalam penjelasan pasal 33

UUD 1945 itu, dapat diketahui secara substansial ekonomi kerakyatan

sesungguhnya mencakup tiga hal berikut:

130y i
Ibid., 183.

3\Muhammad Hatta, Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan (Jakarta: Ul Press,
1992), 17.

32gritua Arief, Agenda Ekonomi Kerakyatan, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerjasama
Dengan IDEA, 1997), 3.
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Pertama, adanya partisipasi penuh seluruh anggota masyarakat
dalam proses pembentukan produksi nasional. Partisispasi penuh seluruh
masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional ini sangat
penting artinya bagi ekonomi kerakyatan.

Dengan cara demikian seluruh masyarakat mendapat bagian dari
hasil produksi nasional itu. Sebab itu, sebagaimana yang ditegaskan dalam
pasal 27 UUD 1945 , “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Kedua, adanya partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut
menikmati hasil produksi nasional. Artinya, dalam rangka ekonomi
kerakyatan, tidak boleh ada satu orangpun yang tidak ikut menikmati hasil
produksi nasional, termasuk fakir miskin dan anak terlantar. Hal itu
dipertegas oleh Pasal 34 UUD 1945 yang mengatakan, *“ Fakir miskin dan
anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Ketiga, pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi
nasional harus berada dibawah pimpinan atau penilikan anggota
masyarakat. Artinya, dalam rangka Ekonomi Kerakyatan, anggota
masyarakat tidak boleh hanya menjadi obyek. Setiap anggota masyarakat
harus diupayakan agar menjadi subyek perekonomian. Walaupun misalnya
kegiatan pembentukan produksi nasional dilakukan oleh para pemodal
asing, kegiatan-kegiatan itu harus tetap berada di bawah pengawasan atau

pengendalian masyarakat.
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2. Sistem Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Rakyat.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada
kekuatan rakyat, sedangkan ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi yang
dilakukan oleh rakyat dengan cara swadaya mengelola sumberdaya apa
saja yang ada disekitarnya, dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
dasarnya dan keluarganya.

Banyak orang berpendapat bahwa ekonomi kerakyatan merupakan
konsep baru yang mulai popular bersama reformasi 1998-1999. Karena
itu, konsep ini masuk dalam “GBHN Reformasi”. Hal tersebut dapat
dipahami karena memang frasa ‘ekonomi kerakyatan’ ini sangat jarang
dijadikan wacana sebelumnya.**

Frasa ekonomi kerakyatan terdiri dari dua kata. Ekonomi adalah
ilmu mengenai sas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang
serta kekayaan, seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan.
Sementara itu, arti kerakyatan mengacu pada segala sesuatu yang
mengenai rakyat. Jadi, ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang mengacu
pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.**

Secara formal, yuridis dan politis, konsep ekonomi kerakyatan mulai
diperbincangkan dalam sidang umum MPR tahun 1992 dan berhasil
dimasukan kedalam GBHN pada tahun 1993, konsep ekonomi yang
muncul dalam perbincangan tersebut adalah seputar peran koperasi dan

usaha kecil yang dijabarkan dalam bentuk penyuluhan dan penelitian,

133 Dr, Bernhard Limbong, Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi (Jakarata Selatan:
Margaretha Pustaka, 2011), 39.
34 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 287.
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penyediaan skim perkreditan khusus, bantuan permodalan dari BUMN dan
konglomerat besar serta himbauan untuk pengembangan program
kemitraan.*®* Namun sebaliknya, di dalam GBHN tahun 1998, konsep
ekonomi kerakyatan tersebut malah semakin kabur karena tokoh-tokohnya
kurang diberikan ruang gerak oleh pemerintahan rezim orde baru.

Tetapi bila ditelusuri lebih jauh kebelakang, perbincangan mengenai
keduanya ternyata sama sekali bukan merupakan produk baru bagi
Indonesia, sebab gagasan dan perbincangan mengenai kedua hal itu sudah
muncul dan dimulai sebelum bangsa Indonesia memproklamasikan
kemerdekaannya.**®

Berdasarkan perbedaan persepsi di atas, untuk mengetahui
keberadaan tentang kedua konsep tersebut, secara spesifik Bung Hatta
ditengah-tengah dampak buruk ekonomi dunia yang melanda Indonesia
saat itu, menulis sebuah artikel dengan judul “Ekonomi Rakyat”**" dalam
surat kabar Daulat Rakyat yang diterbitkan pada tanggal 20 November
tahun 1933.'%

Dibandingkan dengan ekonomi penjajah yang berada di lapisan
tengah, ekonomi rakyat Indonesia ketika itu sangat jauh memprihatinkan

dan tertinggal. Sedemikian mendalam kegusaran Bung Hatta, maka pada

135 Zulkarnain, Membangun Ekonomi Rakyat (Persepsi tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat),
(Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2003), 11.

136 Revrisond Baswir, “Sistem Ekonomi Kerakyatan”, dalam ST. Sularto (ed), Masyarakat Warga

dan Pergulatan Demokrasi (Menyambut 70 tahun Jacob Oetama), (Jakarta : Buku Kompas,

2001), 182.

Bung Hatta pada intinya mengungkapkan kegusarannya menyaksikan kemerosotan
perekonomian Rakyat Indonesia dibawah tindasan pemerintah Hindia Belanda. Sehingga yang
dimaksut dengan ekonomi rakyat dan perekonomian rakyat itu tentu tidak lain adalah ekonomi
pribumi atau penduduk asli Indonesia.

'3 Ibid., 182

137
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tahun 1934 ia kembali menulis sebuah artikel dengan nada serupa,
judulnya kali ini adalah “Ekonomi Rakyat Dalam Bahaya”.**

Salim Siagaan seiring dengan Bung Hatta mengungkapkan bahwa,
ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi rakyat banyak di suatu negara
atau daerah yang pada umumnya tertinggal bila dibandingkan dengan
perekonomian negara atau daerah bersangkutan secara rata-rata.'*°

Maka yang dimaksud dengan ekonomi rakyat adalah perekonomian
atau perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang berkembang
relative lambat, sesuai dengan kondisi yang melekat pada kelompok
masyarakat tersebut. Sedang sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem
ekonomi yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat kedalam
proses pembangunan.*#*

Maka sehubungan dengan itu, Prof. Dr. Mubyato juga menjelaskan
bahwa paling tidak ada lima agenda pokok ekonomi kerakyatan atau
agenda demokrasi penguasaan faktor-faktor produksi, diantaranya sebagai
berikut ;

1) Roda kegiatan ekonomi rakyat digerakkan oleh rangsangan-
rangsangan ekonomi, sosial, dan moral.
2) Ada tekad kuat dari seluruh warga bangsa untuk mewujudkan

pemerataan sosial.

3) Nasionalisme ekonomi.

139 Sritua Arief, Ekonomi Kerakyatan Indonesia(Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi
Kerakyatan Indonesia), 62.

9 Ipid., 52

141 Zulkarnain, Membangun Ekonomi Rakyat (Persepsi tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat),
9.
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4) Koperasi merupakan sokoguru ekonomi nasional.

5) Ada keseimbangan yang selaras, serasi, dan seimbang dari
perencanaan ekonomi nasional dengan pelaksanaannya di daerah-
daerah.'*

Inilah inti dari politik ekonomi kerakyatan dalam arti luas dan
merupakan titik masuk untuk menyelenggarakan sistem ekonomi
kerakyatan, selain itu, sistem ekonomi kerakyatan juga menyangkut dua
aspek, yaitu aspek keadilan dan aspek demokrasi ekonomi dan aspek
keberpihakan pada ekonomi rakyat.

Dengan demikian, ekonomi kerakyatan berlandaskan pada sistem
perekonomian yang berkeadilan, mengikut sertakan seluruh lapisan
masyarakat dalam proses pembangunan dan berlaku adil bagi seluruh
rakyat. Sehingga tujuan akhir yang hendak ingin dicapai dan dicita-citakan
Bung Hatta dalam sistem ekonomi secara menyeluruh atau mayoritas
warga masyarakat dapat tercapai. Dengan diterapkannya sistem ekonomi
kerakyatan, yaitu yang demokratis dan benar-benar sesuai dengan sistem
nilai bangsa Indonesia ( sistem ekonomi atau aturan main yang disepakati
bersama) tentunya membuat peluang bahwa aturan main itu lebih sesuai

dan lebih tepat bagi bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan keadilan

bagi seluruh rakyat Indonesia.

1“2 Mubyarto, Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia

(Yogyakarta:Aditya Media, 1997), 1.
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3. Demokrasi Ekonomi Muhammad Hatta

Dalam arti umum, demokrasi adalah pemerintahan atau pengaturan
tata kehidupan masyarakat/bangsa oleh rakyat, artinya seluruh warga
Negara, besar maupun kecil, terlibat dalam pengambilan setiap keputusan
yang menyangkut kehidupan mereka.'** Sementara demokrasi ekonomi
merupakan cara-cara pengambilan putusan-putusan ekonomi yang
melibatkan semua pihak yang terkait, dan hasil putusan itu adalah untuk
kemanfaatan semua pihak yang bersangkutan. Karena demokrasi ekonomi
lebih merupakan cara, maka ia bukanlah tujuan. Tujuan yang hendak
dicapai adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan
kepercayaan kita pada Pancasila dalam konsep idiologi yang utuh, maka
kita percaya bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan bisa
terwujud melalui pelaksanaan keempat sila sebelumnya, yaitu dua sila
pertama sebagai dasar dan moralnya, dan dua sila berikutnya sebagai cara
atau metodenya.

Penjelasan resmi pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa, dalam
bunyi ayat 1 pasal 33 ini tercantum (pengertian) dasar demokrasi ekonomi.
Dan demokrasi ekonomi diartikan sebagai produksi dikerjakan oleh
semua, dan untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-
anggota masyarakat. Dalam perekonomian yang dasarnya adalah

demokrasi ekonomi, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan

%3 1hid., 82.
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kemakmuran perorangan, sebab kalau tidak, tampuk produksi akan jatuh
ke tangan orang-seorang yang berkuasa, dan rakyat banyak ditindasnya.
Mengenai masalah demokrasi ini. Hatta sendiri sering
mengistilahkan demokrasi dengan kedaulatan rakyat. Istilah kedaulatan
rakyat ini sendiri diciptakan oleh hatta. Sebelum hatta mencetuskannya,
belum dikenal istilah kedaulatan rakyat, yang dalam bahasa Belanda
disebut volkssouvereiniteit.*** Penggunaan istilah kedaulatan rakyat oleh
Hatta ini, bisa kita lihat dalam tulisannya :
“pada waktu yang akhir ini seringkali orang salah mengartikan
“kedaulatan rakyat™, sebab itu ada baiknya kalau saya disini berkata
sepatah-kata tentang kedaulatan rakyat itu. Kedaulatan rakyat artinya
kekuasaan yang dijalankan oleh rakyat dengan secara mufakat. Kata
mufakat mestilah ada, barulah kedaulatan itu ada pada rakyat. Putusan

yang diambil oleh seseorang atau satu golongan saja dengan tiada

persetujuan rakyat, bukanlah kedaulatan rakyat. Demikian juga kata

mufakat yang dipaksakan kepada rakyat™.**

Kedaulatan rakyat atau istilah demokrasi yang dipahami Hatta
bukanlah demokrasi yang dipraktikan negara-negara barat. Hatta
menganalisis bahwa revolusi prancis tahun 1789, yang terkenal sebagai
sumber demokrasi barat menyatakan bahwa trilogy la liberte. I’Egalite et
la Fratrenite (kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan) yang menjadi
semboyannya tidak terlaksana didalam praktik. Karena menurut Hatta
revolusi prancis meletus sebagai revolusi individual untuk memerdekakan

orang-seorang dari ikatan feodalisme. Yang mana kemerdekaan individu

1441, Wangsa Wijaya, Mengenang Bung Hatta, Cet. 2 (Jakarta:PT. Toko Gunung Agung, 2002),

36.

%5 Muhammad Hatta, Kumpulan Pidato | (Jakarta:PT. Toko Gunung Agung, 2002), 63-64.
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yang diutamakan. Dalam merealisasikannya orang lupa akan rangkaiannya
dengan persamaan dan persaudaraan.*®

Revolusi prancis yang tujuannya hendak melaksanakan cita-cita
sama rasa hanya dipraktikan dalam politik. Dalam politik hak seseorang
sama dengan yang lainnya : kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan
sama-sama mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota
dewan perwakilan rakyat. Tetapi lebih dari itu tidak persamaan. Dalam
perekonomian tetap berlaku dasar tidak sama. Tidak ada demokrasi dalam
ekonomi, karena telah digilas sama sekali oleh semboyan laissez fair,
laissez aller : merdeka berbuat, merdeka bersaing.**’ Malah dengan
semangat individual yang dihidupkan oleh revolusi prancis, kapitalisme
semakin tumbuh subur pertentangan kelas sosial bertambah hebat.
Penindasan yang lemah ekonominya oleh yang kuat bertambah kejam.
Pertentangan yang hebat antara berbagai kepentingan, dimana ada
golongan yang menindas dan yang tertindas. Oleh karena itu dalam
demokrasi yang semacam itu, menurut Hatta sangat sukar persaudaraan
didalamnya.**®

Namun walaupun Hatta menolak demokrasi versi barat, bukan
berarti Hatta menerima “demokrasi rakyat” versi negara komunis, Uni
Soviet. Karena menurutnya demokrasi rakyat versi komunis bukanlah

sebuah demokrasi. Menurut Hatta, demokrasi membawa penghargaan

146 Muhammad Hatta, Muhammad Hatta Bicara Marxis (Jakarta Timur: MELIBAS (Media Lintas
Batas), 2001), 54.

7 Muhammad Hatta, Kumpulan Pidato 11, 97.

148 Muhammad Hatta, Karya Lengkap Bung Hatta Jilid 1 (Jakarta Selatan: LP3ES, 1998), 392.
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kepada manusia dan persamaan antara merdeka, hal inilah yang tidak ada
dalam sistem komunis. Sistem pemerintahan komusisme itu pada dasarnya
tidaklain dari pada feodalisme yang dirasionalisasi.**®

Lalu dalam tulisannya didaulat Ra’jat pada tahun 1932, Hatta juga
menambahkan penilaiannya mengenai demokrasi barat, bahwa demokrasi
yang dilahirkan oleh revolusi prancis tidak memberi kemerdekaan rakyat
yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme. Sebab
itu demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang
sebenarnya, vyaitu kedaulatan rakyat, dimana rakyat raja dalam
menentukan nasibnya sendiri. Untuk mencapai kedaulatan rakyat,
dibutuhkan juga demokrasi yang lain yaitu demokrsi ekonomi, yang
memakai dasar “segala penghasilan yang mengenai penghidupan orang
banyak harus berlaku dibawah tanggungan orang banyak pula”.'*
Pemikiran Hatta mengenai demokrasi ekonomi inilah yang pada akhirnya
menjadi cikal bakal pasal 33 UUD 1945. Dengan adanya demokrasi
ekonomi barulah bisa terjamin adanya keadilan sosial yang menghendaki
kemakmuran yang merata keseluruh rakyat.*>*

Keadilan sosial yang menjadi tujuan dari penerapan demokrasi
ekonomi di Indonesia, menurut Hatta, diinspirasikan oleh tiga hal yaitu

pertama, paham sosialisme barat yang dibawa oleh Karl Marx, yang

menarik perhatian barat karena dasar-dasar perikemanusiaan yang

9 Muhammad Hatta, Demokrasi Kita. Bebas Aktif, 180.
150 Muhammad Hatta, Kumpulan Karangan | (Jakarta: Balai Buku Indonesia, 1953), 111..
51 Muhammad Hatta, Kumpulan Pidato 11, 160.
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dibelanya.’®® Sosialisme menurut cita-citanya adalah suatu bangun
masyarakat yang tidak berkelas, dimana berlaku sama rata dan sama rasa,
bebas dari segala macam pertentangan. Produksi sebagai usaha bersama,
oleh orang banyak dan untuk orang banyak, dibawah pimpinan badan-
badan masyarakat. Dengan sosialisme lahirlah pergaulan hidup manusia
dimana kebebasan tiap-tiap orang untuk mencapai kemajuan menjadi
syarat untuk kemajuan segala orang dengan bebas.'** Dan menurut Karl
Marx sosialisme akan timbul dengan sendirinya sebgai akibat dari pada
perkembangan masyarakat yang dikuasai oleh pertentangan kepentingan
didalamnya.*

Kedua, ajaran Islam, yang menuntut kebenaran dan keadilan illahi
dalam masyarakat serta persaudaraan manusia sebagai makhluk tuhan,
sesuai dengan sifat Allah yang maha pengasih dan penyayang. Tuntutan
sosial dan humanisme dari ajaran sosialis itu lengkap pula oleh jiwa islam.
menurut ajaran islam, bumi dan langit, pendek kata, alam seluruhnya
adalah kepunyaan Allah. Tidak sebagian pun dari semuanya itu adanya
kepunyaan manusia. Allah menjadikan bumi ini semata-mata untuk
kediaman manusia, dan oleh sebab itu manusia yang mempunyai

kewajiban memelihara bumi ini sebaik-baiknya dan meninggalkannya

152 Muhammad Hatta, Karya Lengkap Bung Hatta Jilid Il (Jakarta Selatan: LP3ES Indonesia,
2000) 393.

153 Muhammad Hatta, Pengantar Kejalan Ekonomi sosiologi (Jakarta:PT. Toko Gunung Agung,
2002), 96.

%4 Muhammad Hatta, Kumpulan Pidato I1, 96.
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kepada angkatan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari
yang diterimanya dari angkatan yang lalu.**

Ketiga, pengetahuan bahwa masyarakat Indonesia berdasarkan
kolektivisme. Semangat kolektivisme tersebut terlihat dalam masyarakat
asli Indonesia yang melaksanakan pekerjaan yang berat-berat, yang tidak
terpikul oleh orang-seorang, seperti menggarap sawah, memotong padi,
membuat rumah, mengantar mayat ke kubur, membuat pengairan dan lain-
lain, semua pekerjaan itu dilakukan bersama-sama secara gotong-royong.
Gotong-royong bukan saja dilakukan dalam melakukan pekerjaan yang
umum, namun juga dilakukan oleh pekerjaan yang menyangkut
kepentingan pribadi seperti membangun rumah, dilakukan bersama dengan
semangat tolong menolong dalam masyarakat desa yang asli, orang tidak
menganal sistem upahan. Tidak saja berat sama dipikul, ringan sama

yang sering diadakan didesa dengan berganti tempat adalah suatu
manifestasi dari pada semangat kolektif tadi.**®

Demokrasi ekonomi yang bertujuan menciptakan keadilan sosial,
tampak jelas sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran Hatta dalam
bidang ekonomi, baik pemikiran ekonomi yang bersifat mikro maupun

makro. Dan dalam demokrasi ekonomi ini juga menjadi landasan dari

pemikiran Hatta dalam masalah pembangunan ekonomi secara nasional.

155 H
Ibid., 102.

156 Muhammad Hatta, Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia (Jakarta: Penerbit Djembatan, 1963),
17.
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Dalam pandangan Hatta, pembangunan ekonomi nasional terdapat dua
cara yang sangat utama dan fundamental sifatnya, yaitu :

Pertama, pembangunan yang Kkecil-kecil dan sedang besarnya
dikerjakan oleh rakyat secara koperasi. Koperasi dapat berkembang
berangsur-angsur, dari kecil, sedang, menjadi besar, dari pertukangan atau
kerajinan menjadi industri.**’

Kedua, pembangunan yang besar-besar dikerjakan oleh pemerintah
atau dipercayakan pada badan-badan hukum yang tertentu dibawah
penguasaan atau pengawasan pemerintah. Pedoman bagi segala usaha
tersebut ialah mencapai “sebenar-benarnya kemakmuran rakyat”. Dalam
segala kegiatan politik yang dilakukan pemerintah dalam bidang ekonomi
diarahkan untuk kemakmuran rakyat.

Dua pembangunan secara nasional ini, terlihat bagai mana
demokrasi ekonomi, dimana rakyat memegang peranan penting dalam
masalah perekonomian. Namun, walaupun Hatta hanya mengemukakan
secara gamblang dua cara tersebut mengenai pembangunan ekonomi
nasional, bukan berarti menafikan pembangunan ekonomi nasional yang
lain dengan yang dirintis oleh perseorangan. Dalam pemikirannya
mengenai hal ini, Hatta juga mempersilahkan usaha-usaha pribadi seperti
firma, perusahaan besar PT dan CV untuk turut serta dalam mengisi
pembangunan nasional.’*® Pengakuan Hatta terhadap usaha pribadi ini

menunjukan Hatta tidak hanya mementingkan kolektivisme tetapi juga

57 Muhammad Hatta, Membangun Kooperasi dan Koperasi Membangun, 103.
"% Ibid., 103.
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menunjukan pengakuan Hatta terhadap usaha-usaha dan kepemilikan
pribadi. Selanjutnya pemikiran pembangunan yang sifatnya mikro melalui
jalan Kkoperasi dan sifatnya makro melalui politik pemerintah yang
mendasarkan kerakyatan akan dijelaskan dipoin-poin selanjutnya.
4. Koperasi sebagai Wadah Ekonomi Kerakyatan dan Rakyat

Koperasi sebagai wadah organisasi ekonomi kerakyatan dan rakyat
mempunyai kedudukan politik yang cukup kuat, karena memiliki landasan
dasar konstitusional, yaitu bersandar pada pasal 33 UUD 95 khususnya
ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dalam ayat ini dikatakan
bahwa bangun usaha yang paling sesuai dengan kultur bangsa Indonesia
denganasas kekeluargaan adalah koperasi. Tafsiran tersebut sering
dikemukakan oleh Bung Hatta, yang disebut sebagai Bapak Koperasi dan
Ekonomi Kerakyatan Indonesia. *°

Penjelasan konstitusional tersebut juga dikatakan, bahwa sistem
ekonomi Indonesia disandarkan pada asas demokrasi ekonomi,dimana
produksi dilakukan oleh semua dan untuk semua yang wujudnya dapat
ditafsirkan sebagai koperasi. Dalam wacana sistem ekonomi dunia,
koperasi disebut juga sebagai “The Third Way” atau “jalan ketiga”, oleh
sosiolog Inggris Anthony Giddens, istilah tersebut akhir-akhir ini dikenal

sebagai “jalan tengah antara Kapitalisme dan Sosialisme”.*®°

9 Dawam Raharjo, Apa kabar Koperasi Indonesia dalam jacob Oetama (ed), Bung Hatta (Jakarta
: Buku Kompas, 2003) 329.
1% 1bid., 329.
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Gagasan Koperasi yang dicetuskan Bung Hatta sebagai bentuk
organisasi ekonomi kerakyatan dan rakyat selain dipengaruhi oleh kondisi
bangsa Indonesia saat itu, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan
koperasi di Denmark yang dikaitkannya dengan kehidupan demokrasi
politik negeri itu. Untuk itu Bung Hatta tampaknya mempunyai pandangan
yang sama dengan Ravnholt, bahwa dasar demokrasi ekonomi yang
dijalankan dalam organisasi koperasi akan menjadi landasan utama bagi
kehidupan demokrasi politik.*®*

Terinspirasi di atas Bung Hatta berpendapat, bahwa koperasi
didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan
hidupnya, mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-
murahnya. Inilah yang ditujukan pada Koperasi dengan didahulukan
kepentingan bersama, bukan kepentingan satu pihak.

Koperasi yang dikenal sebagai suatu perkumpulan orang yang
biasanya memiliki kemampuan ekonomi terbatas, melalui suatu bentuk
organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing
memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan dan
bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan
usaha yang mereka lakukan.'®?

Berdasarkan kutipan tersebut sudah cukup terlihat bahwa didalam

koperasi setidak-tidaknya terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu

181 gritua Arief, Ekonomi Kerakyatan Indonesia (Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi
Kerakyatan Indonesia) 103.
192 |pid., 103.
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sama lain. Unsur utama adalah unsur ekonomi, sedangkan unsur kedua
adalah unsur sosial.

Sebagai suatu bentuk wadah organisasi ekonomi kerakyatan, maka
koperasi sudah semestinya harus berusaha memenuhi kebutuhan
anggotanya dengan tanpa menjadikan keuntungan sebagai titik tolak
usahanya.

Bung Hatta kembali mengatakan, bahwa sandaran koperasi adalah
orang, bukan uang, sebab koperasi merupakan kumpulan manusia sedang
uang merupakan faktor kedua.’®® Bila kemudian akirnya ia banyak
menganjurkan koperasi alasan baginya adalah karena koperasi merupakan
salah satu upaya praktis sebagai bentuk unit ekonomi kerakyatan dan
rakyat yang sedang berkembang dan banyak dicoba di Eropa pada paro
pertama abad 20.

Maka sebagai upaya untuk mengubah bentuk dialektik hubungan
ekonomi warisan kolonial belanda di Indonesia, apa yang telah
direnungkan dan dipikirkan Bung Hatta, sebagai mana yang telah
disinggung pada bagian bab terdahulu tulisan ini. Mengandung pengertian
perlunya secara mutlak melaksanakan suatu proses restrukturisasi
penguasaan sumber-sumber ekonomi nasional yang terkait dengan
restrukturisasi ekonomi secara keseluruhan. Hal ini tercermin dalam

pengertian nasionalisme ekonomi sebagai salah satu komponen yang

183 Arti ini menjelaskan bahwa relevansi gagasan ekonomi kerakyatan Bung Hatta rupanya bukan
soal pilian antara kapitalisme dan sosialisme, melainkan soal mengembalikan proses dan
sumberdaya ekonomi kepada rakyat. B. Henry Priyono, Rakyat dalam Pusaran Globalisasi,
dalam Jacob Oetama, (ed), Bung Hatta (Jakarta : Buku Kompas, 2003) 5.
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memotivasi perjuangan kemerdekaan, yaitu paham yang disepakati
bersama untuk mengubah struktur ekonomi indonesia dari struktur
ekonomi kolonial atau serupanya menjadi struktur ekonomi kolonial atau
serupanya menjadi struktur ekonomi nasional.'®*
Ekonomi Modern Julius Bobo mengungkapkan, ada tiga pokok yang
terkandung dalam nasionalisme ekonomi tersebut, yaitu ;
1. Diverivikasi produksi untuk menghilangkan ketergantungan atas
ekspor bahan-bahan mentah primer.
2. Perkembangan ekonomi untuk tujuan kemakmuran yang merata.
3. Pengalihan dominasi pengusahaan usaha-usaha ekonomi dari tangan
asing dan golongan cina ketangan pribumi indonesia.'®®
Untuk itu perubahan besar kearah ekonomi menuntut keberanian
semua pihak, terutama pemerintah. Upaya dalam melakukan perubahan
paradigma dari orientasi pertumbuhan “at all cost” menghasilkan proses
konglomerasi dan ketimpangan sosial ekonomi yang sangat buruk disertai
distorsi ekonomi besar besaran kepada orientasi pemberdayaan ekonomi
rakyat harus dihindari.*®
Mengembangkan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui koperasi

sebagai wadahnya sama dengan mewujudkan dan membina kelangsungan

serta perkembangan demokrasi ekonomi di Indonesia. Bung Hatta kembali

164 Sritua Arief, Ekonomi Kerakyatan Indonesia (Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi
Kerakyatan Indonesia) 112.

185 Julius Bobo, Transformasi Ekonomi Rakyat (Jakarta : Pustaka Cidesindo, 2003) 80.

186 Muhammad Hatta, Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, dalam Sri Edi Swasono
(ed), Koperasi didalam Orde Ekonomi, Mencari Bentuk, Posisi dan Realita (Jakarta :
Universitas Indonesia Press, 1995) iii.
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menjelaskan, bahwa kolonialisme secara pemerintah jajahan sudah lenyap
dan sudah diruntuhkan, tetapi kapitalisme kolonial sebagai suatu
kekuasaan organisasi ekonomi masih kuat posisi duduknya, oleh karena itu
kekuasaannya hanya dapat dipatahkan dengan memperdayakan dan
membangun perekonomian rakyat atas dasar koperasi.*®’

Oleh karena itu, salah satu sisa kolonialisme yang menghambat
kemajuan, yang mesti disapu selekas-lekasnya ialah inferiositeit complex
(Rasa Diri Rendah). Maka Bung Hatta sebagai orang yang demokrat selalu
mengingatkan bahwa kemerdekaan dapat dicapai melalui mobilisasi
ekonomi rakyat, kususnya melalui koperasi dengan asas perjuangan yang
dijunjung tinggi dari kultur bangsa Indonesia, agama dan dari ilmu yang
dikajinya.

5. Politik Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta
a. Menaikan daya beli dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi rakyat.

Tujuan politik perekonomian dalam pandangan Hatta ialah menaikan
tenaga beli rakyat secara berangsur-angsur.'®® Karena menurut Hatta
rakyat tidak akan pernah terlepas dari kesengsaraan hidup, apabila tenaga
beli riil-nya tidak bertambah berkembang ekonomi suatu negara akan tetap
bertahan, kalau rakyat didalamnya tetap miskin, oleh karena itu rencana
pembangunan harus didasarkan atas kenaikan tenaga beli yang

meningkat.**°

%7 Ibid., iii.
188 Muhammad hatta, Demokrasi Kita, Bebas Aktif, 213-214.
189 Muhammad Hatta, Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia, 34.
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Dalam meningkatkan tenaga beli masyarakat, Hatta mengungkapkan
bahwa hal itu hanya bisa dilakukan dengan meningkatkan produksi. Hatta
pun menyadari bahwa untuk meningkatkan tenaga yang produktif
bukanlah perkara yang mudah, tetapi juga bukan hal yang mustahil. Oleh
karena nya, hal tersebut bisa dilakukan apabila dikerjakan menurut plan
yang teratur *”° dan konsekuen dalam mengerjakannya.

Selanjutnya dalam  menyelenggarakan  kemakmuran, Hatta
berpendapat Harus menyelenggarakan lebih dulu kepentingan rakyat yang
penting, yaitu makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan pendidikan.
Menurutnya kepentingan yang lima ini merupakan suatu hal yang sangat
penting dan esensial bagi kehidupan manusia dan bangsa yang beradap
dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, Hatta menghendaki asas self-
supporting atau “menolong diri sendiri”’, walaupun ia menyadari bahwa
proses menuju “menolong diri sendiri” ia memerlukan waktu yang lama
dan cukup panjang dan tentu pada awalnya juga memerlukan bantuan luar
negeri.*"

Dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat yang pertama yaitu,
menyempurnakan makanan rakyat, hal itu dilakukan dengan cara
mencocokan upah bagi rakyat dengan keperluan hidup yang lebih atas dari
dasar minuman.*"2

Hatta berpendapat dalam menetukan upah minimum sehari

ditentukan sama dengan harga 5 kilo beras. Itu baru upah minimum, dan

170 Muhammad Hatta, Demokrasi Kita, Bebas Aktif, 12.
1 Muhammad Hatta, Kumpulan Pidato 111 (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985) 147.
172 Muhammad Hatta, Demokras Kitai, Bebas Aktif, 12.
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upah ini bukanlah upah bagi pekerja yang mempunyai kualitas. Dan
mengenai gaji pegawai negeri harus dibuat peraturan, yang menyatakan
bahwa perbedaan gaji pegawai kecil yang paling bawah sampai ke
gubernur, tidak boleh lebih dari 20 kali. Hal ini dilakukan untuk menuju
kearah kemakmuran yang merata.'”® Dengan adanya upah yang layak ini,
maka rakyat tidak hanya bisa membeli makanan yang layak akan tetapi
juga bisa membeli pakaian yang pantas untuk mereka.

Lalu politik ekonomi baik itu yang sifatnya jangka pendek ataupun
jangka panjang mengenai perumahan rakyat harus diadakan di seluruh
Indonesia. Hatta juga menyadari dalam usaha memperbarui tempat
kediaman bagi seluruh rakyat adalah usaha yang sangat berat dan tidak
sedikit ongkosnya serta juga memakan waktu yang lama. Untuk modal
awalnya Hatta menganjurkan negara mendirikan ditiap-tiap keresidenan
suatu bank industri rumah, yang mana bank ini memberi uang muka, yang
dapat diangsur sedikit demi sedikit oleh rakyat yag tertolong dengan
rumah baru tersebut.*™

Mengenai masalah perumahan ini, Hatta secara implisit juga
menyatakan bahwa antara perumahan yang layak dan kesehatan
merupakan suatu hal yang berkaitan.'” Oleh karenanya setiap tahun

hendaklah dibangun rumah-rumah baru untuk menampung rakyat yang

bertambah dan gubuk-gubuk yang lebih merupakan kandang sapi harus

173 Muhammad Hatta, Kumpulan Pidato 111, 215.
17 Muhammad Hatta, Demokras Kitai, Bebas Aktif, 13.
175 Muhammad Hatta, Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia, 33.
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berangsur-angsur dilenyapkan.!”® Hatta menyatakan bahwa kesehatan
merupakan syarat yang mutlak untuk menuju kemakmuran. Karena tubuh
yang tidak sehat membuat tenaga untuk bekerja menjadi lemah yang pada
akhirnya akan menimbulkan turunnya produktifitas.*’’

Selain itu yang terakhir dalam memenuhi kebutuhan dasar ialah
memajukan pendidikan secepat mungkin. Bukan saja memper banyak
sekolah untuk menambah kecerdasan rakyat, akan tetapi juga
mementingkan didikan koperasi yang menjadi tiang perekonomian

indonesia di masa datang.'™®

Hatta juga memandang pendidikan
merupakan suatu hal yang penting, karena untuk membangun (negara ini)
perlu dididik lebih dahulu tenaga-tenaga ahli baik secara kualitatif maupun
kuantitatif.!"®
b. Pembangunan Infrastruktur

Dalam memandang politik perekonomian. Hatta menaruh perhatian
yang sangat besar kepada masalah distribusi. Distribusi adalah sambungan
dari pada produksi untuk menyampaikan yang dihasilkan kepada
sipemakai atau konsumen, oleh karena itu pembangunan ekonomi yang
bersifat infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan dan lain-lainnya dalam

pandangan Hatta adalah pembangunan vyang sifatnya tidak bisa

dielakan,*®® dan perlu dilaksanakan dengan teratur oleh pemerintah pusat

178 |pid., 33.

7 Muhammad Hatta, Beberapa Fasal Ekonomi Jilid I, 79.
178 Muhammad Hatta, Demokrasi Kita, Bebas Aktif, 13.

17 |pid., 14.

180 Muhammad Hatta, Demokrasi Kita, Bebas Aktif, 113-114.
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maupun pemerintah daerah, karena jalan penghubungan tersebut, menurut
pendapat Hatta adalah sebuah urat nadi perekonomian.*®*

Pembangunan ini yang menghendaki pembaruaan alat-alat yang
begitu banyak, yang ongkosnya tidak sedikit, mungkin juga tidak dapat di
biayai dengan modal dari negara, dan mungkin juga harus dilaksanakan
dengan modal pinjaman luar negeri yang berjangka panjang, berpuluh
tahun lamanya. Namun dengan administrasi dan organisasi yang baik dan
efisien, Hatta meyakini tujuan tersebut dapat dicapai.®>
c. Penguasaan Cabang-cabang Produksi oleh Negara yang Menyangkut

Hidup Orang Banyak.

Hatta menyatakan bahwa air, listrik, gas, atau bahan bakar minyak
lainnya harus cukup bagi rakyat dan murah harganya. Rakyat tidak dapat
dikatakan bahagia apabila menderita kekurangan dan hal tersebut.*®* Oleh
karena itu dalam menilai masalah ini, negara harus menerapkan program
ekonomi nasional, dengan cara mengambil alih dan menguasai cabang,
cabang produksi seperti bahan tambang, pelabuhan, pos, listrik dan lain-
lain. Demi kemakmuran rakyat.

Ekonomi nasional yang dipraktikan disini, bukan berarti negara
harus mengganti bangsa asing tersebut dengan bangsa indonesia karena
menurutnya ekonomi nasional berarti membangun ekonomi Indonesia
untuk kepentingan bangsa Indonesia. Karena dalam pendapat Hatta, tidak

ada bedanya antara kapitalis asing diganti kapitalis Indonesia. Karena

8Muhammad Hatta, Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia, 47.
21hid., 56.
1Muhammad Hatta, Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia, 32.
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kapitalis sama-sama memeras rakyat. Malahan kadang-kadang kapitalis
asing itu, yang lebih banyak modal dan persediaannya, lebih besar
memberi jaminan kaum buruh.'®*

Lalu dalam penerapan ekonomi nasional tersebut, apabila bangsa ini
tidak mempunyai orang-orang yang ahli untuk menjalankan perusahaan
tersebut, perusahaan negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak
maksudnya, hal ini bisa dijalankan dengan mendatangkan ahli-ahli dari
luar negeri, kalu perlu dengan bayaran yang mahal dan pantas, tetapi
dengan catatan bahwa dengan beberapa waktu kemudian mereka mendidik
orang-orang Indonesia supaya bisa menggantikan kemudian. Dalam hal
ini, Hatta mencontohkan negara Russia yang menyelenggarakan plan 5
tahunnya dengan mendatangkan orang-orang dari amerika dan jerman
yang bahkan menggaji ahli-ahli dari bangsa asing sampai 25 kali lipat dari
gaji orang-orangnya sendiri.*®
d. Masalah Bantuan Asing

Hatta berpendapat bahwa untuk melaksanakan pembangunan
nasional, maka negeri ini harus memperhitungkan bantuan asing sebagai
modal pembangunan. Dan dalam keseluruhannya corak bantuan
perembangan yang diperlakukan indonesia adalah sebagai berikut:
pertama, bantuan untuk bentuk apa yang sering disebut human capital,
untuk memperoleh seorang ahli yang berpengalaman dan mahir dalam

bekerja. Kedua, bantuan modal untuk membiayai proyek-proyek

184 Muhammad Hatta, Kumpulan Pidato 1, 21.
' Ibid., 23.
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infrastruktural seperti jalan-jalan besar, pelabuhan, memperbaiki aliran-
aliran sungai, membuat kanal dan lainnya. Ketiga, bantuan untuk
melaksanakan pre-invesment activities, seperti mengadakan penyelidikan
geologi, biayanya sebagian atau sepenuhnya dapat dipikul oleh Indonesia.
Tetapi tenaga ahlinya sebagian harus datang dari luar negeri. Keempat,
bantuan modal memperbesar sistem saluran air dan waduk pada berbagai
daerah di Indonesia guna mengintensifkan dan melipat gandakan hasil
bumi. Sebagian dari sistem saluran ini dapat sekaligus jadi sumber
pembangunan tenaga listrik untuk industri dan penerangan. Kelima,
bantuan modal untuk pembangunan berbagai macam industri dasar dan
tambang serta industri lainnya yang penting bagi rakyat. Modal yang
dipinjam itu dibayar kembali berangsur-angsur dengan hasil
perkembangan produksi itu sendiri.*®®

Lalu mengenai bantuan asing yang berupa pinjaman uang, Hatta
mengemukakan syarat-syarat yang harus ditempuh apabila negara ini mau
meminta pinjaman asing tersebut, yaitu :
a. Negara yang memberi pinjaman tidak mencapuri politik dalam negeri

suatu negara yang meminjam (Indonesia)

b. Bunga yang dipinjam tidak boleh dari 3-3,5 % setahun.
c. Jangka kredit itu jangka lama. Kalau untuk industri boleh antara

sepuluh sampai duapuluh tahun, akan tetapi kredit untuk membangun

18 Muhammad Hatta, Demokrasi kita, Bebas Aktif, 216.
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infrastruktur jalan, pengairan, dan pembangunan listrik, kredit akan
lebih lama jangka pembayarannya. *®’

Hatta memperhitungkan syarat-syarat ini bisa dipertimbangkan bagi
negara pendonor. Karena menurut Hatta, setelah perang dunia kedua,
negara-negara maju mengalami kemajuan industri yang sangat luar biasa,
sementara negara-negara yang baru terlepas dari belenggu penjajah
kondisi kemajuan perekonomiannya masih sangat tertinggal. Hatta
menganalisis, bahwa jurang perekonomian yang begitu lebar ini bisa
mengganggu dan menggoyahkan eksistensi perekonomian negara-negara
maju, hal itu disebabkan negara-negara maju tidak mempunyai pangsa
pasar untuk menjual barang-barang yang dihasilkannya apabila negara-
negara yang baru merdeka tersebut masih miskin, melihat keadaan ini jelas
negara-negara maju mempunyai mempunyai kepentingan dalam
memberikan bantuan finansial kepada negara-negara yang baru merdeka
tersebut.

6. Pandangan Muhammad Hatta Tentang Kepemilikan

Demokrasi ekonomi menurut Bung Hatta adalah “kerakyatan
ekonomi” atau “kesama rasaan ekonomi dan kesama rataan ekonomi”.
Bagi Bung Hatta, sistem ekonomi Laissez-Faire, dengan semangat Free
Enterprise-nya, tidak cocok dengan cita-cita masyarakat adil dan makmur.
Pasalnya dimata Bung Hatta, sistem ini akan mengakibatkan sikaya

bertambah kaya dan si miskin bertambah melarat. Bungkarno dan Bung

87 1bid., 187
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Hatta tidak setuju jika kapitalisme merajalela.’®® Dengan demikian
Muhammad Hatta menolak konsep kepemilikan yang dianut oleh paham
Kapitalisme.

Menurut Muhammad Hatta tentang kepemilikan yaitu :

“....setiap orang boleh mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-
sama dengan orang lain. Miliknya itu terjamin, tidak boleh dirampas
dengan semena-mena. Tetapi jika hak miliknya tidak dipergunakan
untuk kepentingan umum sedangkan masyarakat menghendakinya,
pemerintah berhak mempergunakannya untuk itu....””**

Hal itu senada dengan Rumusan dua tokoh utama pendiri republik
Indonesia ini (Sukarno dan Muhammad Hatta), juga tokoh-tokoh pendiri
bangsa yang lain, terjabarkan dengan baik dalam pasal 33 UUD 1945.
Penjelasan pasal UUD 1945 sangat gamblang mengurai prinsip demokrasi
ekonomi itu: “Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi,
kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus
dikuasai oleh negara. Kalu tidak tampuk produksi jatuh ketangan orang
seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.”

Oleh karena itu, jika kita menelusuri kembali sejarah pendirian
negara Kita, konsep kepemilikan sosial sangat diakui. Dalam konstitusi
kita, khususnya Pasal 33 UUD 1945, privatisasi tidak punya tempat di
Indonesia. Selain itu keserakahan dan ketamakan, yang merupakan ciri

mendasar sistem yang mengejar keuntungan, juga tidak perlu muncul di

Bumi Nusantara ini. Pasal 33 UUD 1945 ayat (2) yang berbunyi:

188 Bernhard Limbong, Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi (Jakarta : Margaretha
Pustaka, 2011) 40.
189 Muhammad Hatta, Ekonomi Terpimpin (jakarta : penerbit mutiara, 1979) 58.
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““cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.””**

Disini Negara bertindak sebagai fasilitator yang bertugas mengatur
pendistribusian  kekayaan sosial itu. Kepemilikan sosial juga
diberlakukanterhadap kekayaan alam.

Juga tertulis dalam pasal 33 UUD 1945 :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.””**

Dengan demikian konsep ekonomi pasal 33 UUD 1945 adalah
konsep ekonomi yang membatasi keleluasaan kapital. Memang, dalam
derajat tertentu, kepemilikan pribadi dan swasta diakui. Akan tetapi, yang
boleh dikuasai oleh swasta hanya pada sektor yang tidak menguasai hajat
hidup rakyat. Karena itu kepemilikan swasta itu tidak boleh mendatangkan
eksploitasi atau pengisapan.

Bung Hatta menerangkan bahwa bangsa Indonesia sudah sejak lama
mengenal sistem kepemilikan bersama. Lebih jelasnya, dalam soal tanah
misalnya dikenal dengan istilah kepemilikan komunal atau kepemilikan
desa. Dalam proses berproduksipun, kata Bung Hatta, bangsa Indonesia
mengenal kolektivisme yang berarti “tolong-menolong” atau *“gotong-
royong”. Menurut Bung Hatta, model tolong-menolong itu dapat

diteruskan hingga pada zaman modern, antara lain dengan mengadakan

koperasi-produksi.

199 Muhammad Hatta, Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan, 224.
" Ibid., 224.



109

B. Analisis Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta diinjau dari
Perspektif Ekonomi Islam

Menjadi sebuah kajian yang menarik dalam menganalisis pemikiran
ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta, karena tidak bisa di pungkiri track
record dari buah gagasannya tentang pembangunan ekonomi yang berasaskan
pada kesejahteraan dan keadilan rakyat benar-benar mampu memberikan
sebuah pengaruh yang cukup signifikan terhadap pandangan dari esensi
ekonomi dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Konsep ekonomi
kerakyatan adalah sebuah idiologi “jalan tengah” yang di gagas Hatta dalam
menanggapi kegagalan komunisme dan liberalisme yang berkembang pada
saat itu. Spirit ekonomi yang di gagas oleh Mohammad Hatta ialah
menekankan moralitas dan akhlak dalam menjalankan setiap roda
perekonomian, dia memandang esensi ekonomi tidak hanya sekedar
memenuhi kebutuhan personal atau komunal saja melainkan juga harus
menekankan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan sejahtera secara
menyeluruh.

Penekanan moral dan akhlak dalam pemikiran ekonominya bisa terlihat
dalam dasar-dasar moral koperasi yang dikemukakan Hatta, yang mana salah
satu dari dasar-dasar moral tersebut, Hatta melarang koperasi untuk menjual
barang yang palsu, dan memerintahkan untuk penggunaan ukuran timbangan
yang benar dan terjamin. Pemikiran lain Hatta yang menekankan moral dan
akhlak itu terlihat pula dalam salah satu tugas koperasi seperti memperbaiki

disribusi untuk meng-counter pedagang yang menimbun barang. Serta
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menyingkirkan penghisapan seperti menghapus sistem ijon, yaitu sistem jual
beli tanaman (terutama padi) yang masih belum masak dan masih di atas
pohon.

Tidak hanya penekanan moral dan akhlak, pemikiran Hatta pun syarat
dengan nilai-nilai, salah satunya nilai keadilan. Dalam nilai keadilan ini.
Terlihat benar (apabila kita mengamati pemikirannya), Hatta sangat
menggandrungi cita-cita keadilan sosial dalam masalah ekonomi. Hal itu tidak
mengherankan, karena lebih dari separuh hidupnya ia melihat dengan mata
kepalanya sendiri dan sudah muak dengan kesengsaraan rakyat Indonesia
yang tertindas dan perlakuan diskriminasi rasial dan sebutan “inlander kotor™
yang dilakukan oleh kaum imperialis.®> Melihat latar belakang tersebut.
Agaknya bisa dipahami apabila ajaran sosialisme Karl Marx yang menentang
eksploitasi dan penghisapan yang dilakukan kaum kapitalis menjadi inspirasi
keadilan sosial Hatta disamping ajaran islam dan demokrasi asli masyarakat
Indonesia. Namun, walaupun Hatta menginspirasikan Karl Marx, bukan
berarti Hatta menerima dengan mentah-mentah ajaran tersebut. Dalam ajaran
Karl Marx ini Hatta jelas-jelas menolak dasar materialisme sebagai pegangan
hidupnya.'®

Keadilan sosial yang merupakan tujuan dari demokrasi ekonomi dan
menjadi corak berfikir Hatta. Tidaklah berbeda dengan semangat keadilan
yang dibawa ekonomi islam. bahkan dalam ekonomi islam, keadilan

merupakan salah satu nilai-nilai dasar yang harus dimiliki selain dari

192 Muhammad Hatta, Karya Lengkap Bung Hatta Jilid I, 87.
193 Muhammad Hatta, Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia, 15.
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keseimbangan dan kepemilikan. Dan dengan adanya nilai dasar keadilan ini,
pemikiran Hatta yang memberikan stressing terhadap tekanan moral seperti
larangan mencegah sistem ijon, mencegah penimbunan, serta menganjurkan
koperasi untuk menggunakan timbangan yang benar yang sangat sesuai
dengan nilai yang ada didalam ekonomi Islam ini. Selain itu, dengan adanya
nilai keadilan dalam perekonomian berarti mencegah seseorang berperilaku
zalim kepada pihak yang lemah. Dalam AL-Qur’an, secara eksplisit
ditemukan bahwa keadilan merupakan nilai universal, keadilan adalah kualitas
intrinsik yang melekat dalam diri manusia.*** Seperti tertuang dalam surat Al-

Maidah ayat 8:*%
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Artinya: hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi
dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap
sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah
kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang
kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah:8)

Dalam islam, kelompok ekonomi lemah tidak dipandang sebagai sosok
manusia pemalas, tidak suka menabung atau berinvestasi, tetapi islam

memberikan perhatian dan berpihak kepada mereka yang lemah secara

9% Muhammad, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, Cet. I(Jogjakarta:Graha llmu, 2007), 104-105.
1% Al-Qur’an, 5:8.
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ekonomis. Nampaknya memang sangat tidak logis jika keterbelakangan usaha
ekonomi rakyat dikaitkan dengan satu faktor saja. Sementara sejumlah faktor
lain yang menjadi variabel utama tidak disentuh sama sekali. Faktor ketidak
adilan dan model pembangunan misalnya, merupakan dua faktor penghambat
bagi tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi rakyat. Ketidak adilan
sebagai salah satu faktor keterbelakangan usaha ekonomi rakyat berhasil
dianalisis dengan sistematis oleh para sosiolog. Mereka memandang ketidak
adilan sebagai penyebab keterbelakangan bahwa kemiskinan dalam suatu
masyarakat. Baik ketidak adilan dalam kepemilikan alat produksi maupun
pemerataan hasil produksi. Model pembangunan juga dipandang sebagai
faktor usaha yang lain untuk dipertimbangkan model pembangunan yang
hanya berorientasi pertumbuhan ekonomi akan melahirkan kemiskinan dan
keterbelakangan suatu kelompok masyarakat.*®

Mengingat begitu esensialnya masalah keadilan, sehingga nabi sendiri
dengan tegas melarang para petani di desa-desa melakukan transaksi bisnis
dengan orang-orang kota yang diyakini melakukan tindakan eksploitasi.'®’
Dan masalah keadilan inipun di amini oleh ekonomi muslim, Ibnu Khaldun,
yang menyatakan keadilan merupakan salah satu syarat utama untuk mencapai
kesejahteraan dan pembangunan disamping masyarakat dan pemerintah.*%
Lalu masih mengenai perihal keadilan, konsep yang ditawarkan Hatta

Mengenai penetapan upah minimum yang adil bagi setiap pekerja oleh negara

kurang lebih hampir serupa dengan konsep perlindungan tenaga kerja dalam

' Ibid., 106-107.
7 Ibid., 1086.
198 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 203.
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ekonomi islam. konsep perlindungan tenaga kerja dalam ekonomi islam, juga
masuk kategori penekanan prinsip keadilan dalam nilai-nilai dasar ekonomi
islam. tujuan dari penetapan upah yang adil juga dinyatakan seorang pemikir
ekonomi islam masa klasik, Ibnu Taimiyah, yang menyatakan bahwa tujuan
dasar dari upah yang adil adalah untuk melindungi kepentingan pekerja dan
majikan serta melindungi mereka dari aksi saling mengeksploitasi.'*® Begitu
juga dengan Dr. Yusuf Qardhawi, yang mengatakan bahwa pengaturan upah
yang adil bagi kaum buruh, menjamin kerja sama yang baik antara buruh dan
majikan, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan pihak yang kuat
(majikan) terhadap pihak yang lemah (buruh).®

Adanya keadilan dan pemerataan, pertumbuhan dan perkembangan
ekonomi, serta kebebasan merupakan pokok-pokok yang tidak dapat
dipisahkan dari sistem kerakyatan yang akan Kkita adakan. Karena itu,
kerakyatan akan dicapai melalui pembangunan seluruh masyarakat, baik
dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya®*.

Hatta sangat menjunjung tinggi keadilan. Tetapi pandangannya tentang
keadilan tidaklah sama dengan yang dimiliki oleh paham ekonomi liberalism-
kapitalisme dan sosialisme-marxisme yang sekuler dan bahkan anti tuhan.

Berbuat keadilan di dunia dalam pandangan kedua paham tersebut hanya

berdimensi keduniaan atau kekinian, sementara menurut Hatta adalah sebagai

199 1y, Adiwarman A. Karim, SE, MBA,MAEP, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cet. Il|
(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 363.

20 pr. Yusuf Qardhawi, Penerjemah Al-Jamid Al-husaini, Fatwa-fatwa Mutakhir Dr. Yusuf
Qardhawi (Jakarta:Pustaka Hidayah, 1994), 741.

201 prof, Sarbini Sumawinata, Politik Ekonomi Kerakyatan, 85-86.
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jenjang untuk kembali di akhirat. 22 Ini menunjukan bahwa masalah keadilan
bagi Hatta adalah bersifat ketuhanan sehingga dia tidak hanya berdimensi
keduniaan atau kekinian, tetapi juga berdimensi keakhiratan.

Menurut Hatta *“adil maksudnya supaya tiap-tiap orang dalam
masyarakat diperlakukan secara sama oleh Negara dalam segala rupa dan
bebas dari tindakan kezaliman”.?® Jadi konsep keadilan menurut Hatta
menuntut kesamaan didepan hokum. Negara tidak boleh membed-bedakan
antara orang-seorang dengan lainnya. Negara harus memperlakukan mereka
secara sama, termasuk dalam bidang ekonomi, baik produksi, distribusi
maupun konsumsi.

Hatta menuntut kita untuk menegakkan keadilan, bahkan sebagai orang
yang beragama Kita harus bisa menjadikan keadilan itu sebagai budaya dan
sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari, karena menurut Hatta “kita
dalam segala perbuatan kita, harus bersifat adil, kita harus cinta pada keadilan,
dan bersedia pula memebela keadilan di dalam dunia ini.?**

Sampai disini tampak bahwa pandangan Hatta tentang keadilan sangat
sejalan dengan inti ajaran islam yang memang sangat mengedepankan
masalah keadilan. Ini artinya seperti yang dikemukakan Sri-Edi Swasono “apa
pun yang menyimpang dari keadilan ke penindasan, adalah sama sekali
bertentangan dengan syariah”. Bahkan mengingat pentingnya masalah

keadilan ini, Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa ““sesungguhnya Allah

202 Mohammad Hatta, llmu dan Agama (Jakarta:Yayasan idayu, 1983), 12.

203 gri-Edi Swasono dan Fauzie Ridjal (eds.), Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Bebas Aktif,
Ekonomi Masa Depan (Jakarta: Ul Press, 1992), 179.

204 Anwar Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 174.
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akan menolong kerajan atau Negara yang adil walaupun pemimpinnya kafir,
dan Allah tidak akan menolong kerajaan atau Negara yang zhalim walau
pemimpinnya mukmin®. 2 Bila hal ini dikaitkan dalam konteks kenegaraan,
tentu yang menjadi salah satu tugas utama dari Negara itu dalam islam seperti
dikemukakan Ibnu Taimiyah adalah bagaimana Negara mengarahkan pada
yang makruf dan mencegah pada yang mungkar. Ini artinya, Negara dalam
pandangan Ibnu Taimiyah harus berusaha untuk mendorong tegaknya keadilan
dan mengikis segala hal yang akan membawa kepada terjadinya praktik
kezhaliman di tengah-tengah masyarakat. Pandangan seperti itu sangat selaras
dengan semangat yang di bawa oleh cara berfikir Hatta.

Hal ini sangat sesuai dengan pandangan islam tentang keadilan
ekonomi sebagai mana dalam Al-Quran disebutkan lebih dari 1000 kali
setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Ini berarti prinsip kedilan
diterapkan dalam setiap segi kehidupan manusia terutama dalam kehidupan
hukum, sosial, politik, dan ekonomi. Ini berarti posisi keadilan dalam islam
menempati posisi yang vital dan fundamental. Allah berfirman tentang

keadilan dalam surat an-nahl ayat 90: 2%
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dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dengan demikian, bisa kita pahami bersama bahwa pandangan ekonomi
Islam dan Hatta sama-sama menekankan arti pentingnya dalam menegakkan
keadilan. Tidak saja keadilan untuk orang lain tetapi juga untuk diri kita
sendiri. Konsep ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan Hatta juga menuntut
untuk menegakkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia
termasuk dalam bidang ekonomi, tetapi tidak menghendaki adanya prinsip
samarata atau persamaan sebagai hasil akhir seperti yang terdapat dalam
paham komunisme, karena hal itu jelas bertentangan dengan fitrah manusia itu
sendiri. Dengan demikian pandangan Hatta mengenai keadilan sangat sinkron
dengan ekonomi islam yang sama-sama menjunjung tinggi kedilan secara
merata.

Selain nilai keadilan, Hatta juga menyisipkan beberapa nilai lainnya
dalam pemikirannya. Nilai tersebut ialah nilai-nilai kekeluargaan,
persaudaraan, solidaritas dan gotong-royong dalam berekonomi, yang
mana nilai-nilai tersebut dimanifestasikan dalam bentuk koperasi. Dalam
pemikiran koperasinya Hattapun tidak segan-segan mengatakan bahwa
persekutuan koperasi dalam sebuah persekutuan keluarga besar. Hatta
mengutip pendapat ibnu khaldun dalam menegaskan pendapatnya mengenai
pentingnya kebersamaan, kekeluargaan dan semangat gotong royong dalam

mewujudkan kesejahteraan.  “suatau masyarakat akan utuh kalau ada
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solidaritas, setia kawan, dan gotong royong, kerana dengan adanya cita-cita
solidaritas, maka kokohlah masyarakat. "

Sebagai mana halnya dengan pemikiran Hatta, ekonomi Islam juga
menekankan kerja sama dan gotong-royong, yang mana dalam ekonomi Islam
kerjasama dan gotong-royong termasuk kedalam bagian nilai-nilai
instrumental ekonomi Islam. dengan gotong-royong dan kerja sama inilah
yang pada akhirnya akan menimbulkan kesadaran pada diri orang yang
melakukan kerjasama tersebut, bahwa ia tidak akan mampu berbuat banyak
apabila dalam hidupnya tidak terdapat oranglain disekelilingnya. Kesadaran
inipun menjadi penting dan menjadi benih dalam menumbuhkan semangat
tolong-menolong dan persaudaraan terhadap orang saling kerja sama tersebut.
Ibnu Khaldun, seorang sarjana ekonomi Islam, juga mengatakan bahwa
didalam masyarakat solidaritas sangat diperlukan untuk meningkatkan kerja
sama, sehingga dengan solidaritas tersebut akan meningkatkan produktifitas
dalam masyarakat itu sendiri.?®®

Islam sendiri sangat mendorong sekali dengan adanya kerjasama,

termasuk dalam bidang ekonomi. Ini terlihat dari ayat yang menyuruh

manusia untuk saling tolong-menolong yang terdapat dalam Al-Quran:?*
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207 Muhammad Hatta, Kumpulan Pidato 111 (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), 164.
298 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 203.
209 Al-Qur’an, 5:2.
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Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbut dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya
Allah amat berat siksanya. (Al-Maidah Ayat 2)

Di dalam konteks perekonomian hal tersebut bisa di aplikasikan melalui
penerapan syirkah, mudharabah maupun koperasi yang pada intinya
mendorong  terciptanya  produktifitas  ditengah-tengah  masyarakat,
meningkatkan kesejahteraan sosial dan melindungi kepentingan ekonomi
lemah.**

Dalam hal kerjasama baik dalam skala kecil maupun besar, skala
nasional maupun internasional, semangat kolektivisme ekonomi kerakyatan
Muhammad Hatta dan ekonomi Islam sama-sama memiliki orientasi untuk
saling mengisi dan melengkapi satu sama lain dan merupakan bentuk
manifestasi kita sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu
sama lain dalam memenuhi segala kebutuhan dan meningkatkan
kesejahteraan.

Selanjutnya, Hatta mengeluarkan politik ekonomi yang dilakukan oleh
pemerintah haruslah bertujuan untuk “menaikkan daya beli masyarakat”.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka mau tidak mau segala aktifitas
produksi harus digalakkan. Dengan menggalakkan aktifitas produksi tersebut,
berarti negara harus menciptakan kesempatan kerja bagi rakyatnya. Dalam

menaikan aktifitas produksi bagi negara, terlihat pemikiran yang

dikemukankan Hatta, bahwa ia sangat mementingkan kemajuan sektor riil dan

219 Anwar Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam, 14.
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pemberdayaan ekonomi rakyat dengan menciptakan koperasi sebagai
instrumennya.

Dalam pandangan Islam, aktivitas produksi merupakan bagian dari
kewajiban imaratul kaun, yakni menciptakan kemakmuran semesta untuk
semua makhluk.”** Rasulullah sebagai kepala negara juga menekankan
pentingnya aktivitas produksi. Hal itu bisa dibuktikan dengan tindakan
Rasulullah kemudian dengan menerapkan kebijakan penyediaan lapangan
pekerjaan bagi kaum muhajirin sekaligus peningkatan pendapatan nasional
kaum muslimin dengan mengimplementasikan akad muzara’ah, musagat dan
mudharabah. Secara alami, perluasan produksi dan fasilitas perdagangan
meningkatkan produksi total kaum muslimin dan menghasilkan pemanfaatan
sumber daya tenaga kerja, lahan dan modal. Selain itu Rasulullah SAW, juga
membagikan tanah kepada kaum muhajirin untuk pembangunan pemukiman
yang berimplikasi pada peningkatan partisipasi kerja dan aktivitas
pembangunan pemukiman di Madinah. Sehingga kesejahteraan umum kaum
muslimin mengalami peningkatan.**?

Islam menilai kemajuan ekonomi bukan dengan indikator pertumbuhan
GNP (Gross National Product), tetapi sejauh mana memberikan peluang-
peluang ekonomi yang semakin besar kepada rakyat. Oleh karena itu sektor
riil lebih diutamakan dari pada sektor moneter yang hanya menciptakan
perputaran uang diantara kelompok tertentu saja. Hal ini sekaligus

membuktikan, sasaran ekonomi dalam islam adalah manusia sebagai prioritas

21 1hid., 258.
22 1hid., 152.
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utama bukan ekonomi itu sendiri. Islam memandang bahwa betapapun
berkembangannya ekonomi kalau tidak mendatangkan kesejahteraan kepada
umat manusia sama saja tidak ada artinya.?** Oleh karena itu, dalam ekonomi
Islam aktivitas produksi yang dilakukan harus merata sehingga pada akhirnya
perputaran uang di suatu negara pun akan lancar dan seimbang.

Ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta adalah pelaksanan strategi
pembangunan berdasarkan pembagian yang merata dan meluas (distribusi)
dalam hal kesempatan berusaha. Dengan penyebaran secara luas, baik secara
horizontal (meliputi seluruh wilayah), maupun vertical (daerah perkotaan
maupun kususnya pedesaan), investasi-investasi dalam segala usaha yang
produktif dan efisien, terciptalah fondasi yang kuat bagi keadilan dan
pemerataan.”** Dalam hal ini Muhammad Hatta menekankan distribusi pada
hal pemberian kesempatan usaha bagai siapa saja yang mau menjalankan
tanpa adanya diskriminasi dalam mencapai kemapanan ekonomi, dengan
terbukanya kesempatan usaha secara merata, maka pemerataan pendapatan
maupun kekayaan juga akan terlaksana agar peningkatan pembangunan
mampu terealisasi dan keadilan sosial ekonomi dapat terwujud secara
maksimal mulai dari sector kecil dalam hal ini adalah desa sampai kepada
sector pusat (kota).

Hal ini senada dengan pandangan ekonomi islam, tujuan keadilan
sosioal ekonomi, distribusi kekayan dan pendapatan yang merata, secara

aklamasi dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari falsafah moral islam

23 Muhammad, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, 107.
214 prof. Sarbini Sumawinata, Politik ekonomi Kerakyatan, 22.
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dan didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan
kemanusiaan, sesungguhnya, ada penekanan besar pada keadilan dan
persaudaraan dalam Al-Quran dan Assunnah sehingga nyaris tidak terbayang
sebuah masyarakat muslim ideal dimana hal-hal ini tidak diaktualisasikan
didalamnya. Keduanya secara esensial merupakan dua profil dari satu wajah.
Keduanya tidak dapat terealisasikan tanpanya distribusi pendapatan dan
kekayaan. Karena itulah, sasaran ini terintegrasi kuat kedalam seluruh ajaran
islam sehingga realisasinya menjadi suatu komitmen spiritual masyarakat

muslim.?*®

Y‘\

sy Iyl &5 ol Jal Sa cdlyds o AT 261 T

- Lo0

o 053 55 ¥ 15 Jotll ol o8ilTy iy oa)

Ko ARG G sk U1 K8k Up 2K LR

- G ﬁ»‘

Ao
Dol s o) G

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada
RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota
Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak
yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam
perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-
orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul
kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu,
Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah  kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (QS. Al- Hasyr : 7)

Islam juga mengemukakan tentang pentingnya spesialisasi pekerjaan.

Al- Ghozali, cendikiawan muslim masa klasik, juga mengeluarkan pendapat

215 Dr. Umer chapra, sistem moneter islam (Jakarta: Gema Insane, 2000), 5.
216 Al-Qur’an, 59:7.



122

yang serupa dengan Hatta dan turut menekankan pula gagasan mengenai
spesialisasi pekerjaan dan saling ketergantunga dalam bekerja.?’ Dalam
pandangan Islam penempatan orang harus sesuai dengan bidang yang
dimilikinya dan Islam pun melarang untuk mnyerahkan urusan pada bukan
ahlinya ““apabila sesuatu diberikan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah
kehancurannya™.?®

Pemikiran ekonomi Hatta lainnya yang patut dicermati adalah masalah
pemenuhan kebutuhan dasar rakyat (jaminan sosial) oleh negara yang
meliputi sandang pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Serta pemikiran
Hatta yang termaktub dalam konstitusi kita pasal 27 ayat 2 “tiap-tiap warga
Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
dan pasal 34 “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh
negara.’’® Hatta juga memaparkan bagaimana implementasi dari tujuan
sosialisme yang di usungnya mengenai jaminan sosial ialah “‘melepaskan
rakyat dari kesengsaraan hidup dan memberikan jaminan hidup bagi tiap-tiap
orang...(karenanya,pen.), soal ekonomi yang pertama bagi sosialisme ialah
menentukan dan memperoleh barang-barang keperluan hidup yang terpenting
bagi rakyat Indonesia... (berupa, pen.), makanan, pakaian, perumahan,
kesehatan dan pendidikan anak-anak’”.?*° Bisa kita tarik benang merah bahwa

pemikiran Hatta terkait jaminan kesejahteraan untuk rakyat benar-benar di

perhatikan secara kusus hingga masuk pada konstitusi sebagai upaya agar

217 adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 330.

218 Dr. Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral, 195.

29 Muhammad Hatta, Demokrasi Kita, Bebas Aktif,Ekonomi Masa Depan, 149.
# Ipid., 152.
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tanggung jawab tersebut benar-benar dijalankan oleh Negara dan sesuai
amanat yang termaktub didalam konstitusi.

Dalam konteks ekonomi Islam, jaminan sosial menjadi bagian tersendiri
dari nilai-nilai instrumental ekonomi Islam. konsep jaminan sosial dalam
Islam berarti negara memiliki peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan
sandang, pangan dan perumahan tiap-tiap individu rakyat termasuk pelayanan
publik seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan keamanan. Islam telah
memberikan jaminan terhadap tingkat dan kualitas hidup yang minimum
(basic needs) bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terlihat dalam ayat Al-
Quran yang menyuruh manusia untuk memperhatikan dan membantu orang-

orang yang fakir dan miskin serta orang-orang yang mengalami kesulitan

ekonomi.
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Artinya: “(berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad)
di jalan memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka
dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidk meminta kepadaorang
secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu
nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Orang-
orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari
secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat

221 Al-Qur’an, 2:273.
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pahala disisi rabbnya. Tidak ada kekawatiran terhadap mereka
dan tidak pula (pula) mereka bersedih hati. (Al-Bagarah:273).%%

Dalam ayat ini menyerukan bahwa kita harus memberikan kelebihan
sedekah kepada fakir miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan. Islam
menghendaki bahwa sebagian dari harta kita ada hak orang lain atas harta
yang kita miliki. Dalam konsep ekonomi islam, bahkan rezeki halal yang kita
dapatkan dengan jerih payah itu diyakini ada hak orang lain. Jadi, bukan
karena kita berbaik hati memberikan donasi, namun ia bukan hak kita, ia hak

orang lain.?*®

oleh karena itu kita harus saling membantu antara satu sama lain
agar pemerataan, dan kesejahteraan dapat tercapai diseluruh lapisan
masyarakat.

Dalam konteks kenegaraan Pemerintah sebagai pemangku kebijakan
harus menjadikan “kesejahteraan masyarakat” sebagai sebuah keharusan yang
wajib terpenuhi melalui kekayan Negara sebagai sumber utama tercapainya
kesejahteraan. Kekayaan Negara, secara aktual merupakan kekayaan umum.
Kepala Negara hanya bertindak sebagai pemegang amanah (care taker).
merupakan kewajiban bagi Negara untuk mengeluarkannya guna untuk
kepentingan public.??*

Hal tersebut jelas menitik beratkan pada persoalan kepentingan yang
bersifat mendasar bagi masyarakat secara universal. Negara harus siap untuk

mengabdi untuk memberikan pelayanan dan penjaminan pada taraf kehidupan

masyarakat yang lebih baik dengan di dukung oleh peran masyarakat yang

222 Anwar Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam, 13.

% |R. H. ADIWARMAN A. KARIM, SE.M.B.A.,, M.A.E.P, Ekonomi Islam Suatu Kajian
Kontemporer ( Jakarta: Gema Insane, 2001), 177.

224 Dr. AA. Islahi, konsepsi ekonomi ibnu taimiyah (Surabaya: PT. Bina llmu, 1997), 145.
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aktif mendukung segala kebijakan pemerintah yang pro terhadap kepentingan
public. Pemerintah dalam pandangan islam memiliki tanggung jawab untuk
membangun karena tujuan utama yaitu dituntut untuk menjamin standar hidup
minim bagi semua warga negaranya.”> Melihat beberapa pemaparan di atas
pandangan Hatta dan ekonomi Islam memiliki asas yang sama dalam hal
jaminan sosial bagi kepentingan public dan memposisikan Negara sebagai
penjamin kesejahteraan rakyatnya dengan didukung dengan perangkat
pemerintahan yang harus bisa menjalankan amanahnya sebagai fasilitator.

Selanjutnya pemikiran ekonomi yang ditawarkan Hatta yang lain yang
cukup menonjol adalah konsep Demokrasi ekonomi atau kedaulatan
rakyat, Hatta mengajukan konsepsinya tentang “Demokrasi Ekonomi” yang
harus mendampingi “Demokrasi Politik”.menurut Hatta, kerakyatan dalam
sistem ekonomi mengetengahkan pentingnya pengutamaan kepentingan
rakyat, kususnya hajat hidup orang banyak, yang bersumber dari kedaulatan
rakyat atau demokrasi ekonomi. Oleh karena itu dalam sistem ekonomi
berlaku demokrasi ekonomi yang tidak meng hendaki otokrasi ekonomi,
sebagai mana demokrasi ekonomi yang menolak otokrasi politik. 22°

Sangat jelas esensi dari Demokrasi Hatta adalah partisipasi dan
emansipasi. Lebih dari itu Hatta pun menegaskan bahwa Demokrasi Indonesia
dasarnya adalah paham kebersamaan (kolektivitas). Partisipasi ekonomi dan
emansipasi ekonomi yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang di

gagas Hatta ialah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi adalah etos

22> Monzer kahf, Ph. D., ekonomi islam “Telaah Analitik Terhadap Fungsi sistem Ekonomi Islam”
(‘Yogyakarta: Pustaka pelajar,1995), 137.
226 Anwar Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam, Viii.
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kerja yang produktif yang dikehendaki oleh Islam. Sedangkan emansipasi
ekonomi adalah kesamaan derajat dalam hubungan ekonomi antar sesama
Khalifatullah sebagai pedoman yang dianjurkan oleh Islam. Demokrasi
ekonomi Hatta yang memberi makna paham kerakyatan, “kekuasaan yang
dikerjakan dalam pengambilan keputusan oleh rakyat untuk rakyat demi
terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan secara hakiki”. Lebih dari itu
spirit keadilan yang di bawa dalam konsep demokrasi ekonomi Muhammad
Hatta ialah mengedepankan pada pemerataan kesempatan bagi setiap individu
atas hak-haknya dalam menjalankan usaha untuk mencapai kejesahteraan
ekonomi. Hal serupa dipaparkan oleh tokoh ekonomi Islam Kontemporer
Monzer Kahf, bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk
menjadi produktif atau melakukan kegiatan bisnis dan tak seorangpun
dibolehkan melakukan monopoli sehingga mengabaikan hak orang lain untuk
melakukan produksi dan perdagangan.?*’

Demokrasi ekonomi yang berkenaan dengan penguasaan masalah
cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak oleh
negara dan dikelola yang mana keuntungan dari pengelolaan tersebut
diperuntukan untuk kemakmuran rakyat seluruhnya. Oleh karena itu, dalam
kedaulatan rakyat ini distribusi kekayaan dan barang dalam pandangan Hatta
harus merata.

Dalam pandangan Islam, paham kedaulatan rakyat memang sangat luas.

Sama dengan Hatta, dalam Islam, dasar musyawarah bukan hanya dilakukan

227 Monzer kahf, Ph. D., ekonomi islam “Telaah Analitik Terhadap Fungsi sistem Ekonomi
Islam™, 137.
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dalam hal politik, tetapi juga meliputi soal-soal ekonomi. Bukanlah hanya
pemerintahan dan politik negara saja yang mesti tunduk pada hukum
musyawarah, tetapi sistem perekonomian dan pengawasan jalannya

kemakmuran rakyat, haruslah tunduk dibawah hukum kedaulatan rakyat.?*®
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Artinya:’Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka
(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka
menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada
mereka.”” (QS Asy Syura:38).

Ayat diatas salah satunya menjelaskan bahwa menggunakan jalur
musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap perkara. Dalam hal
kenegaraan yang menjunjung tinggi Demokrasi, didalam menentukan arah
kebijakan perekonomian harus berasaskan pada kesepakatan bersama dan
menjadikan kepentingan publik sebagai tujuan utama. Hal tersebut sangat
sejalan dengan pandangan Hatta yang diamanatkan didalam konstitusi pasal
33 UUD 1945 dimana perekonomian berasaskan atas demokrasi untuk

mencapai kemakmuran bagi semua orang. Menolong rakyat yag miskin dan

bagi menata ekonomi bangsa secara baik maka menurut Hatta harus ada

228 KH. Abdullah Zaky Al-Kaaf, Ekonomi dalam Perspektif Islam, 100.
2 Al-Qur’an, 42:38.
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keterlibatan Negara dan pemerintah. Tetapi negara atau pemerintahan yang
demokratis.**

Pandangan Hatta tentang Kepemilikan, seperti diuraikan ada bagian-
bagian sebelumnya, tatkala mengelaborasi falsafah ekonomi Hatta, konsep
kepemilikan yang dianut Hatta tidaklah sama dengan konsep kepemilikan
dalam paham liberalisme-kapitalisme, maupun sosialisme-komunisme.
Menurut Hatta “setiap orang boleh mempunyai milik, baik sendiri maupun
bersama-sama dengan orang lain. Miliknya itu terjamin, tidak boleh dirampas
dengan semena-mena. Tetapi jika hak miliknya tidak dipergunaakan untuk
kepentingan umum sedangkan masyarakat menghendakinya, pemerintah
berhak memepergunakannya untuk itu”. %

Dari statemen di atas terlihat, Hatta sangat menghargai hak milik, baik
pribadi maupun kelompok orang atau masyarakat. Kepemilikan itu menurut
Hatta harus terjamin sehingga tidak boleh dirampas dan atau diambil oleh
orang lain tanpa melalui cara dan prosedur yang benar. Tetapi meskipun
demikian, jika harta dan kekayan itu tidak dipergunakannya bagi kepentingan
umum sementara masyarakat memerlukannya, maka Negara dan atau
pemerintah boleh ikut campur dan mempergunakannya.

Pandangan Hatta ini jelas sangat sesuai dengan konsep kepemilikan
dalam Islam, karena Islam juga sangat menghargai kepemilikan yang sudah
ada pada orang-orang. Islam sangat membenci orang yang mengambil harta

orang lain dengan cara-cara yang bathil, seperti dengan cara menipu,

20 Anwar Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam, 223.
1 Muhammada Hatta, Ekonomi Terpimpin, 58.
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merampas, mengurangi timbangan, praktik ribawi dll. Seperti yang dijelaskan

dalam Al-Quran; %
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Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang
lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah)
kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu
dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu
dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Al-

Bagarah 2:188).

Seperti yang dikemukakan Ibnu Khaldun “sekali seseorang telah
memiliki suatu barang maka orang lain tidak bisa mengambil barang itu
melainkan ia harus memberikan sesuatu yang sama nilainya sebagai
gantinya.?*

Hal ini berarti, orang termasuk Negara dalam islam dituntut untuk
menghormati hak kepemilikan yang ada pada orang lain. Negara tidak boleh
berbuat semena-mena menyita dan atau mengambil alih hak kepemilikan
rakyatnya kerena hal ini jelas akan berdampak buruk terhadap keadaan
perekonomian secara umum, karena seperti yang dikatakan Ibnu Khaldun
“pengambil alihan milik orang dengan paksa oleh Negara dan atau pemerintah
mengkibatkan hilangnya perangsang untuk berusaha mencari dan memperoleh

harta kekayaan itu, tentu akan mengakibatkan kemunduran usaha. Dengan

demikian tidak menghormati hak kepemilikan ini akan berdampak buruk

22 Al-Qur’an, 2:188.

3 Anwar Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam, 166.
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terhadap kehidupan masyarakat baik dilihat dari perspektif hokum, sosial,
politik maupun ekonomi.

Namun, hal itu tidak kemudian orang dalam pandangan islam sebebas-
bebasnya mempergunakan atau tidak mengunakan hartanya baik untuk
kepentingan produksi, distribusi, dan konsumsi. Karena kepemilikan tersebut
seperti dikatakan Su’ud Ibrahim Shalih harta dalam pandangan islam memiliki
fungsi sosial.”®* Pandangan tersebut juga dimiliki Hatta, Oleh karena itu
menurut Hatta, karena “hak milik itu mempunyai fungsi sosial”.’®® Maka
apabila harta itu tidak lagi dipergunakan sebagaimana mestinya dan
mengabaikan kepentingan orang lain yang ada di dalamnya, Negara
diperbolehkan untuk melakukan intervensi terhadap kepemilikan pribadi
tersebut.

Pernyataan ini menunjukan, dalam konsep kepemilikan yang diyakini
Hatta seperti yang dipahaminya dari ajaran Islam, selain memuat dimensi hak,
juga menghendaki adanya dimensi tanggung jawab dan atau kewajiban dalam
kepemilikan serta perilaku yang dilakukan. hal ini sangat terlihat dalam
pandangan Hatta tentang tanah misalnya, Hatta menyatakan bahwa bila ada
“tanah milik terlantar, tidak dikerjakan, berarti suatu keteledoran terhadap
masyarakat dan hak miliknya itu harus diambil oleh Negara”.?*® Pandangan

Hatta sangat sejalan dengan pandangan Islam yang di utarakan oleh

2 Ibid., 167.
2% Muhammad Hatta, Ekonomi Terpimpin, 58.
236 Muhammad Hatta, Kumpulan Pidato 111, 171-172.
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Tagiyuddin Annabahani, “siapa saja yang mengabaikan tanahnya selama tiga
tahun, digugurkanlah atasnya kepemilikan terhadap tanah itu”.?*’

Pandangan Hatta tentang “ Bumi, langit, pendek kata, alam seluruhnya
adalah kepunyaan Allah. Tidak sebagianpun dari semuanya itu ada kepunyaan
manusia. Allah lah yang punya, bukan milik manusia. Manusia lahir kedunia
dengan tidak memiliki apa-apa, berpakaianpun tidak”. *® pandangan ini jelas

sangat sejalan dengan ajaran Islam seperti yang terdapat dalam Al-Quran:**°
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Artinya: Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha

Perkasa atas segala sesuatu. (Ali Imran ayat 189)

ini berarti bahwa apa saja yang ada di kedua tempat tersebut baik itu
berupa barang dan jasa atau berupa alat produksi adalah milik Allah, bukan
milik manusia.**°

Dalam pandangan Hatta sebagai peletak dasar konstitusi pasal 33 UUD
1945 yang berintikan bahwa segala cabang produksi yang menyangkut hajat
hidup orang banyak, dikuasai dan dikelolah oleh negara. Seperti yang
dijelaskan sebelumnya. Bahwa segala kekayaan alam yang ada di jagat raya
ini pada hakikatnya adalah milik Allah, manusia bukanlah pemilik hakiki dari
alam ini, akan tatapi manusia hanya mempunyai hak pakai dan hak kelola.
Atas dasar inilah ekonomi islam tidak membenarkan adanya praktik monopoli.

Dan merupakan landasan awal dalam hak negara untuk mengelola cabang

27 Anwar Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam, 169.
% |bid., 134.
% Al-Qur’an, 3:189.

240 1hid., 134-135.
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produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemikiran pengelolaan
oleh negara ini dalam ekonomi Islam mendapat kedudukan yang sangat
penting. Yakni termasuk kedalam nilai dasar

kepemilikan dalam nilai-nilai dasar yang harus ada dalam ekonomi
Islam. tidak hanya nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam, peranan negara
dalam mengelola cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak
bahkan juga termasuk nilai-nilai instrumental dalam ekonomi Islam. Dari
pemaparan di atas, sangat jelas sekali bahwa pemikiran ekonomi kerakyatan
Muhammad Hatta dalam hal kepemilkan sangat sesuai dengan nilai-nilai

instrumental Islam.

. Relevansi Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta Dengan Tantangan
Ekonomi Indonesia Saat Ini

Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah “aturan main” kehidupan ekonomi
atau hubungan-hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang
didasarkan pada etika atau moral Pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Etika Pancasila adalah landasan
moral dan kemanusiaan yang dijiwai semangat nasionalisme (kebangsaan) dan
kerakyatan, yang kesemuanya bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh
rakyat. Esensi ekonomi kerakyatan merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang
memiliki corak yang mencerminkan kondisi sosial-cultural rakyat Indonesia
yaitu semangat gotong royong atau kekeluargaan dalam melakukan

pembangunan ekonomi tanpa adanya monopoli, dominasi, maupun eksploitasi
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yang tidak mengindahkan etika atau moral yang terkandung didalam nilai-
nilai Pancasila.

Dewasa ini kita telah dihadapkan dengan sebuah fase peradaban
ekonomi yang tidak lagi mencerminkan sebuah pembangunan ekonomi yang
berasaskan pancasila. Praktik liberalisasi pasar melalui sektor perdagangan,
investasi serta privatisasi oleh pihak swasta yang didukung penuh oleh
pemerintahan elite di indonesia benar-benar memberikan dampak yang sangat
signifikan terhadap masadepan ekonomi indonesia Yyang cenderung
membangun sebuah konstelasi ekonomi dengan mengikuti rytme sistem
ekonomi kapitalis negara-negara maju. Sehingga sistem ekonomi Pancasila
atau ekonomi kerakyatan yang merupakan basis idiologi dalam menggerakkan
pembangunan ekonomi Indonesia kehilangan ruhnya. Konklusinya kondisi
ekonomi Indonesia yang mencita-citakan kesejahteraan dan keadilan bagi
seluruh rakyat tidak mampu terealisasikan secara riil. Resesi dan depresi
ekonomi menjadi masalah akut yang tidak dapat dielakkan lagi. Santernya
arus globalisasi ekonomi yang merupakan manifes dari liberalisasi sebenarnya
dapat ditangkal dengan merevitalisasi penerapan sistem ekonomi Pancasila.
Namun sejauh ini gagal karena politik ekonomi diarahkan pada akselerasi
pembangunan yang lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi tinggi
ketimbang pemerataan hasil-hasilnya.

Sebenarnya sejak terjadinya peristiwa “Malari” (Malapetaka Januari) 15
Januari 1974, slogan Trilogi Pembangunan sudah berhasil dijadikan “teori”

yang mengoreksi teori ekonomi pembangunan yang hanya mementingkan
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pertumbuhan . Trilogi pembangunan terdiri atas Stabilitas Nasional yang
dinamis, Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, dan Pemerataan Pembangunan dan
hasil-hasilnya. Namun sayangnya slogan yang baik ini justru terkalahkan
karena sejak 1973/74 selama 7 tahun Indonesia di”’manja” bonansa minyak
yang membuat bangsa Indonesia “lupa daratan”. Rezeki nomplok minyak
bumi yang membuat Indonesia kaya mendadak telah menarik minat para
investor asing untuk ikut “menjarah” kekayaan alam Indonesia. Serbuan para
investor asing ini ketika melambat karena jatuhnya harga minyak dunia ,
selanjutnya dirangsang ekstra melalui kebijakan deregulasi (liberalisasi) pada
tahun-tahun 1983-88. Kebijakan penarikan investor yang menjadi sangat
liberal ini tidak disadari bahkan oleh para teknokrat sendiri sehingga seorang
tokohnya mengaku kecolongan dengan menyatakan:Dalam keadaan yang
tidak menentu ini pemerintah mengambil tindakan yang berani menghapus
semua pembatasan untuk arus modal yang masuk dan keluar. Undang-undang
Indonesia yang mengatur arus modal, dengan demikian menjadi yang paling
liberal di dunia, bahkan melebihi yang berlaku di negara-negara yang paling
liberal. >

kebijakan pemerintah dengan meberikan ruang gerak yang begitu
leluasa terhadap swasta (investor asing) untuk mendominasi pengelolaan
kekayaan alam indonesia merupakan salah satu cerminan bahwa aparatur
negara kita mencetuskan kebijakan politik ekonomi yang bertentangan dengan

UUD 45. Dalam fasal 33 UUD 45 secara umum menjelaskan bahwa

1 Radius Prawiro, Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi: Pragmatisme dalam Aksi
(Jakarta:tpn, 198), 4009.
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perekonomian berdasarkan atas demokrasi, kemakmuran bagi semua orang.
Oleh karena itu cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai
hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Jika tidak tampuk
produksi akan jatuh ketangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat banyak
yang tertindas.**?

cabang produksi yang fundamental yang dimaksut ialah kekayaan alam
(minyak bumi,air dll) merupakan hal yang harus dikuasai dan dikelola penuh
oleh negara. Namun dalam praktiknya pengelolaan tidak hanya dilakukan oleh
negara namun dalam bentuk kerjasama antara Negara dengan swasta sebagai
upaya pengembangan mutu pengelolaan sumberdaya alam. Hal ini tidak
menjadi masalah jika pemerintah sebagai aparatur negara tetap memegang
teguh pada tugasnya dalam mensejahterakan rakyat artinya pemerintah
mampu memproteksi hak-hak rakyat dengan tidak memberikan ruang
dominasi pengelolaan sumberdaya alam kepada pihak swasta agar hasilnya
benar-benar menguntungkan negara serta dapat dirasakan oleh rakyat secara
merata. Akan tetapi hal ini menjadi sangat miris tatkala realita berbicara lain,
pemerintah hanya menjadi boneka dari para penguasa-penguasa corporasi
yang bersifat kapitalistik yang mencoba untuk mengeksploitasi kekayaan
bangsa dengan menghancurkan tatanan Good governance. Sehingga
Pemerintah mengalami disfungsi dan berevolusi mejadi alat kepanjangan
tangan kaum imperialis ekonomi yang selalu melancarkan aksinya dalam

melakukan penindasan ekonomi terhadap bangsa ini. Hasilnya dalam proses

2 Emil Salim, Kerakyatan Dalam Pembangunan, Dalam Pemikiran Pembangunan Bung Hatta
(Jakarata:LP3ES, 1995)
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afiliasi negara dengan swasta, negara kita selalu dirugikan akibat pemerintah
yang tidak mampu menjalankan amanat ekonomi Pancasila dengan sebaik-
baiknya.

Neoliberalisme yang berkembang di Indonesia selalu merupakan
antithesis dari ekonomi kerakyatan. Kalau neoliberalisme berarti pro-kapitalis,
sedangkan ekonomi kerakyatan lebih memihak masyarakat kecil dan
sederhana. Kalau neoliberalisme berpretensi mengejar efisiensi dan
mengabaikan moralitas, sedangkan ekonomi kerakyatan membela kedaulatan
rakyat secara utuh. Ekonomi Pancasila melembagakan kedaulatan ekonomi
rakyat, sedangkan ekonomi neolibealisme melembagakan kepentingan
kapitalis. Dalam sistem oprasionalnya selama ini, sudah terlihat secara terang-
terangan bahwa pasar sarat dengan berbagai ketidak mampuan untuk
mendukung kepentingan ekonomi masyarakat, cita-cita pemerataan, dan
keadilan sosial. Mekanisme pasar bebas yang tidak ada monitoring maupun
tidak adanya regulasi dalam hal kegiatan ekonomi pasar banyak membuktikan
kegagalan, terutama dalam menjaga kepentingan mereka yang lemah daya
belinya. Ini semua terjadi karena praktik neoliberalisme yang getol dilakukan
oleh negara maju terhadap negara berkembang dengan dibantu oleh aparatur
negara yaitu pemerintah elitis yang mudah dimasuki kepentingan personal
maupun komunal tertentu sehingga neolibalisme benar-benar tumbuh subur
dan menjelma sebagai gerbang ekonomi kejayaan bagi pengusaha swasta

kapitalistik dan menjadi gerbang kehancuran ekonomi bagi rakyat jelata. Hal
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ini menurut Ir. Sukarno merupakan sebuah bentuk imperialisme modern yang
perlukita waspadai bersama.

Cengkraman neoliberalisme terpancar pada gencarnya privatisasi dan
leberalisasi ekonomi. Mantra neoliberal menempatkan investasi dan investor
di atas segalanya. Setiap kebijakan ekonomi harus tunduk pada sistem,
mekanisme, dan hukum pasar. Dan, tanpa mengikuti dogma itu, kemakmuran
mustahil didapat.?*®

Di dalam proyeksi neoliberal musuh terbesar utamanya adalah
pemerintah. Oleh karenanya para pengkonstatir neoliberal mencoba untuk
mengabsenkan peran dan intervensi negara dalam kegiatan perekonomian.
Atau dengan cara lain mereka mencoba memanfaatkan pemerintah sebagai
boneka untuk menciptakan produk hukum untuk melegalkan kegiatan eksploit
mereka. Negara maju pada umumnya memberikan hutang luar negeri kepada
negara berkembang sebagai alat pengikat yang sarat akan kepentingan mereka
untuk jangka panjang yaitu imperialisme ekonomi dan ekspansi corporasi
mereka. Neoliberal yang berkembang di indonesia benar-benar imprealisme
modern yang mencoba membuka ekonomi pasar secara bebas tanpa adanya
batasan yang signifikan dari suatau negara. Santernya arus Globalisasi dan
Lemahnya sistem pemerintahan negara kita menjadi peluang positif bagi

sistem ekonomi eksternal untuk menghegemoni sistem ekonomi internal Kita.

Sehingga sistem ekonomi kita tereduksi dan melahirkan kebijakan privatisasi,

23 Benhard Limbong, Ekonomi Kerakyatan Dan Nasionalaisme Ekonomi, 318.
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liberalisasi, serta deregulasi yang tidak mencerminkan identitas sistem
ekonomi yang di anut oleh negara kita “Ekonomi Kerakyatan”.

Semua mekanisme Globalisasi didasarkan dan di praktikan melalui
kebijakan neoliberalisme. Mereka percaya bahwa pertumbuhan dicapai
sebagai hasil normal “kompetisi bebas” dan “ pasar bebas” itu efisien, dan
itulah cara yang tepat untuk mengalokasikan sumberdaya alam yang langka
untuk memenuhi kebutuhan manusia. Neoliberal mengatakan bahwa pasar
bebas akan menjamin pangan murah sehingga keamanan pangan terjamin.
Tetapi kenyataannya berlaku sebaliknya, perdagangan bebas justru malah
menaikan harga pangan.?**

Banyak masyarakat pinggiran mengalami kelaparan karena tidak
mampu membeli bahan pokok akibat naiknya harga yang melampaui tingkat
pendapatan mereka. Berlakunya praktik pasar bebas oleh neoliberalisme
memberikan pengaruh pada sikap kompetitif yang melupakan etika dan
moralitas yang juga menjadi syarat penting dalam melakukan kegiatan
ekonomi dalam sekup apapun. Dari kebijakan ini melahirkan sikap dasar
kapitalisme survival of the fittest (yang kuat dia yang bertahan), tidak peduli
orang lain, masalah yang pokok adalah kepentingan sendiri dan orang bebas
sepenuhnya untuk mencapai tingkat semaksimal mungkin. Kapitalisme tidak
memperdulikan adanya ketidak adilan dan kemiskinan. Sifat dasar kapitalisme

adalah ekslusif, yaitu hanya yang kuat berhak hidup, sedangkan yang lemah,

24 Nur Sayyid Santoso Kristeva, Kapitalisme, Negara Dan Masyarakat. (Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 2015), 281.
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yang tidak berhasil harus ditinggalkan dan disingkirkan “exploitation de’lome
par’lome” adalah wajar dan dibenarkan dalam falsafah kapitalisme.?*®

Sejak kebijakan neoliberal diimplementasikan, kebijakan tersebut telah
menuai banyak korban khususnya kaum miskin. Terdapat beberapa dampak
negatif akibat perubaahan kebijakan kearah pasar bebas. Pertama, ia
menyingkirkan peran negara dan masyarakat dari subyek sentral proses
ekonomi dan produksi. Kita ingat, di masa lampau negara memiliki peran
sentral dalam ekonomi. Salah satu dampaknya, rakyat khususnya kaum miskin
tidak punya pilihan lain selain menyerahkan sumber ekonomi mereka. Rakyat
terpaksa menjual tanah mereka. Neoliberalisme juga mereduksi peran
tradisional petani miskin sebagai produsen pangan dengan membuka investasi
bidang pangan bagi perusahaan agribisnis global yang akan menghancurkan
kehidupan petani. Sebaliknya, investasi dan produksi pasar bebas dibidang
pangan hanya akan menguntungkan perusahaan agribisnis global. Mereka
mengubah strategi dari kontrol langsung atas tanah menjadi kontrol atas
proses produksi melalui petani independen yang eksklusif atau ikatan kontrak
seperti konsep corporate farming yang telah dikenalkan di indonesia.

Perusahaan menyediakan benih, kredit, dan instruksi teknis yang detail
kepada petani kecil yang nanti mereka akan ditagih ongkosnya dengan syarat
mereka hanya akan menjual kepada perusahaan dengan harga yang di tetapkan
perusahaan secara sepihak. Meskipun demikian proses ini memotivasi

munculnya resistensi rakyat, baik laki-laki maupun perempuan di sektor

25 Sarbini Sumawinata, Politik Ekonomi Kerakyatan (Jakarata: PT Gramedia Pustaka Utama,
2004), 224.
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pedesaan atau perkotaan. Kini rakyat semakin paham bahwa institusi
neoliberal global seperti IMF dan WTO berada di balik kebijakan-kebijakan
neoliberal yang dilakukan oleh pemerintah. Gerakan kaum miskin saat ini
tidak hanya menyalahkan negara sebagai penentu tunggal kebijakan-kebijakan
neoliberal. Dari fenomena tersebut mampu melahirkan gerakan sosial
masyarakat miskin,petani,  buruh, dan kaum tertindas lainnya untuk
melakukan kontroling kebijakan pemerintah dan mencegah negara dikooptasi
dan dipaksa oleh rezim pasar bebas untuk menjadi pelaksana kebijakan
neoliberal mereka.

Fenomena Globalisasi yang jelas-jelas lebih merugikan negara-negara
berkembang yang justru menjadi semakin  miskin.  Mengapa
demikian? Sebabnya adalah bahwa globalisasi tidak lain merupakan
pemecahan kejenuhan pasar negara-negara maju dan mencari tempat-tempat
penjualan atau “pembuangan” barang-barang yang sudah mengalami kesulitan
di pasar dalam negeri negara-negara industri maju.

Indonesia yang menjadi tuan rumah KTT APEC di Bogor 1994,
mengejutkan dunia dengan keberaniannya menerima jadwal AFTA 2003 dan
APEC 2010 dengan menyatakan “siap tidak siap, suka tidak suka, kita harus
ikut globalisasi karena sudah berada di dalamnya”. Keberanian menerima
jadwal AFTA dan APEC ini, kini setelah terjadi krismon 1997, menjadi bahan
perbincangan luas karena dianggap tidak didasarkan pada gambaran yang
realistis atas “kesiapan” perekonomian Indonesia. Maka cukup mengherankan

bila banyak pakar Indonesia menekankan pada keharusan Indonesia
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melaksanakan AFTA tahun 2003, karena kita sudah committed. Pemerintah
Orde Baru harus dianggap telah terlalu gegabah menerima kesepakatan AFTA
karena mengandalkan pada perusahaan-perusahaan konglomerat yang setelah
terserang krismon 1997 terbukti keropos.

Kembali kepada semangat ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila
merupakan solusi terbaik dalam menangani berbagai persoalan bangsa ini.
Sebab, pancasila menempati posisi paling sentral dalam keberadaan negara
bangsa indonesia. la dasar negara, idiologi dan falsafah bangsa, serta sumber
segala sumber hukum. Karena itu, revitalisasi Pancasila harus menjadi
program negara seperti yang di kampanyekan secara gencar oleh MPR.
Pancasila (bersama UUD 45, NKRI, Bineka tunggal ika, sang saka merah
putih) adalah harga mati. Penghianatan terhadap pancasila adalah
penghianatan terhadap negara bangsa Indonesia. Dengan Pancasila diyakini,
Indonesia bisa terangkat dari keterpurukan, kemiskinan, ketidak berdayaan
menghadapi dominasi asing. Sebaliknya, tanpa pancasila, NKRI akan semakin
bergerak tanpa arah dan pada gilirannya akan terjerembab kedalam negara
gagal, dan bukan mustahil suatu hari akan terpecah berkeping-keping. Tanpa
pancasila, NKRI akan menjadi santapan empuk kapitalisme Global yang
memiskinkan dan menyengsarakan rakyat. Tanpa pancasila, negeri ini akan di
kendalikan agen-agen globalisasi dan negara-negara kaya. Berhubungan
dengan hal itu, sistem ekonomi pancasila dan teori yang mendasarinya
memang sangat diperlukan. Teori ini bersifat nasionalistik (kebanggaan

kebangsaan) dari segi indonesia sendiri, dan apabila diterapkan dengan
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sungguh-sungguh akan mampu menciutkan kesenjangan kaya-miskin; atau
perkataan lain, mampu mencapai tujuan-tujuan pemerataan.

Sebagai mana telah dijelaskan sebelumnya, ekonomi kerakyatan adalah
suatu tata ekonomi yang di jiwai idioligi pancasila, suatu tata ekonomi
nasional yang merupakan usaha bersama dan berasaskan kekeluargaan dan
kegotong royongan dibawah pimpinan pemerintah untuk mewujudkan
kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi anggota-anggota masyarakat/rakyat.
Resesi dan depresi ekonomi dunia akibat paham kapitalisme ataupun
sosialisme sabagai grand idiology dirasa sudah tidak mampu menjawab
persoalan-persoalan ekonomi dan sudah tidak bisa memeberikan solusi yang
komprehensif dalam mengentaskan permasalahan ekonomi yang begitu
kompleks.

Ekonomi kerakyatan muncul sebagai sistem ekonomi alternatif
kususnya bagi bangsa Indonesia, sistem ekonomi ini memiliki sebuah
konsepsi yang luar biasa dalam menciptakan kesejah teraan bagi seluruh
rakyat indonesia akan tetapi kondisi ini melemah dan perlu adanya revitalisasi
agar sistem ekonomi kerakyatan sebagai basis kegiatan perekonomian bangsa
ini benar-benar berjalan sesuai dengan koridor dan nilai-nilai yang terkandung
didalam pancasila. Neoliberalisme benar-benar membekukan ekonomi
kerakyatan secara akut, oleh karena itu kita harus mampu membangkitakan
kembali jiwa ekonomi kerakyatan yaitu semangat gotong royong dalam

mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bersama untuk melawan segala
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bentuk penindasan oleh kaum kapitalisme liberal yang telah memberengus
kesejahteraan bangsa Kita.

Ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi pembangunan bangsa
indonesia yang berkeadilan sosial merupakan masalah yang sudah lama
menjadi perhatian para pemikir, kususnya filosof. Bangsa Indonesia
mencantumkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai tujuan akhir yang
digambarkan sebagai masyarakat yang adil dan makmur, yang gemah-ripah
karta raharja, masyrakat yang adil dan makmur, karena merupakan wujud
akhir dari masyarakat bangsa yang di tuju, jelas dimaksudkan sebagai
masyarakat yang mengandung sifat, sifat keadilan dan kemakmuran yang
lengkap, yang mencangkup keadilan hukum, ekonomi, politik, sosial-budaya,
dan moral.?*

Para penganut neoliberalisme berkeyakinan bahwa pengentasan
kemiskinan hanya bisa lewat praktik ekonomi neoliberalisme. Oleh sebab itu
neoliberalisme harus dirawat dan dipertahankan. Namun, bagi sekelompok
ekonomi kerakyatan, neoliberalisme adalah pembunuh yang nyaris melebihi
rezim Hitler. Dalam posisi ekonomi tercekik, Pilihan kita dalam melakukan
perlawanan terhadap neolib adalah dengan mengejawantahkan sistem
ekonomi pancasila dengan seutuhnya. Ekonomi pancasila hanya mungkin
terwujud jika struktur politik dan ekonomi mengalami transformasi. Selain
transformasi struktur dan sistem juga transformasi pola tindak. Struktur

ekonomi, politik dan perilaku penguasa yang tidak berubah menyebabkan

246 Mubyarto, Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinan, 206.



144

agenda slamatkan ekonomi Indonesia hanyalah mimpi yang tak akan pernah
terwujud. Dalam rangka realisasi agenda ekonomi kerakyatan, struktur dan
sistem ekonomi, politik serta perilaku pengambil kebijakan negeri ini mesti
mampu mengatakan “selamat datang kembali Ekonomi kerakyatan dan
selamat tinggal ekonomi neoliberalisme” hal ini sebagai bentuk totalitas kita
dalam membumikan dan mewujudkan tatanan perekonomian Indonesia
melalui kerangka sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan pada keadilan,

pemeratan, dan kesejahteraan bagi rakyat.



